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Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan
Diskriminasi Pajak atas Tindak Penggelapan Pajak (Survey pada Wajib Pajak
Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Tegal). Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Pancasakti Tegal 2019.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tarif Pajak, Sistem
Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Diskriminasi Pajak atas Tindak Penggelapan
Pajak (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama
Tegal).
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.
Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis
regresi linier berganda, uji hipotesis simultan (Uji F), uji hipotesis parsial (Uji t)
dan uji koefisien determinasi (Uji R2). Populasi yang digunakan adalah Wajib
Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Sampel penelitian ini
adalah 100 Wajib Pajak Orang Pribadi dengan rumus slovin. Penelitian ini
menggunakan metode analisis regresi berganda dengan program SPSS 23.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tarif Pajak, Sistem Perpajakan,
Sanksi Perpajakan dan Diskriminasi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap
Tindak Penggelapan Pajak, dengan nilai signifikan 0,001. Tarif Pajak tidak
berpengaruh terhadap tindak penggelapan, dengan nilai signifikan 0,250. Sistem
Perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindak penggelapan pajak, dengan nilai
signifikan 0,059. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindak
penggelapan pajak, dengan nilai signifikan 0,881. Diskriminasi Pajak berpengaruh
terhadap tindak penggelapan pajak, dengan nilai signifikan 0,013.
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Effect of Tax Rates, Taxation Systems, Tax Sanctions and Tax
Discrimination on Tax Evasion (surveys of individual taxpayers registered at KPP
Pratama Tegal Tax Office).Faculty of Economics and Business, Pancasakti Tegal
University 2019.
This study aims to determine the effect of: Tax rates, taxation systems, tax
sanctions and tax discrimination on tax evasion (surveys of individual taxpayers
registered at KPP Pratama Tegal Tax Office).
This research is a descriptive study with a quantitative approach. The
method of data analysis uses descriptive analysis, classic assumption test,
multiple linear regression analysis, simultaneous hypothesis test (F test), partial
hypothesis test (t test) and test coefficient of determination (R2 test). The
population used is an Individual Taxpayer who is registered at the KPP Pratama
Tegal Tax Office. The sample of this study was 100 individual taxpayers with
Slovin formula. This study uses the method of multiple regression analysis with
the SPSS 23 program.
The results of the study show that the Tax Rate, Tax System, Tax Sanction
and Tax Discrimination simultaneously affect the Tax Evasion Act, with a
significant value of 0.001. The tax rate does not affect fraud, with a significant
value of 0.250. The taxation system does not affect tax evasion, with a significant
value of 0.059. Tax penalties do not affect tax evasion, with a significant value of
0.881. Tax discrimination affects tax evasion, with a significant value of 0.013.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Memasuki era globalisasi yang berdampak pada terwujudnya pasar
bebas dalam berbagai sektor, khususnya di bidang perekenomian,
Indonesia sebagai salah satu negara yang masuk kategori berkembang
masih memerlukan pembangunan pada berbagai aspek. Negara Indonesia
dituntut agar dapat mewujudkan kemandirian ekonomi untuk
meningkatkan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi. Perekonomian
suatu negara khususnya negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari
berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh negara. Sebagai
Negara berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar
untuk menopang biaya pembangunan dan pengeluaran rutin setiap
tahunnya dalam melaksanakan pembangunan nasional di berbagai
bidang.(Yezzie,2017:1)
Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dari
sektor migas dan non migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Atas
Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Perolehan Atas Tanah Dan
Bangunan (BPHTB), penerimaan bea cukai, Pajak Bumi Dan Bangunan
(PBB) dan pajak-pajak lainnya. Salah satu sumber berasal dari sektor non
migas, dimana pajak memberikan konstribusi yang cukup besar bagi
negara karena dengan pajak yang diterima oleh negara dapat
meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat mengingat
2pentingnya pajak bagi negara maka diharapkan penerimaan pajak
meningkat setiap tahunnya. (Abidin,2016:12)
Pajak yang merupakan sumber pendapatan negara digunakan untuk
membiayai keseluruhan pengeluaran umum yang bertujuan untuk
kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Dirjen Pajak telah menetapkan pajak
sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap
berlanjut. Pemerintah menetapkan target penerimaan dana pajak setiap
tahunnya, namun seringkali penerimaan dana pemerintah tidak mencapai
target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target penerimaan dana
pajak oleh pemerintah merupakan salah satu indikasi adanya tindakan
penggelapan pajak (tax evasion) (Armina&Tahar,2016:2).
Peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang
penerimaan negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan
pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat
dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak. Pajak
telah menjadi sumber utama penerimaan bagi negara dalam membiayai
semua jenis pengeluaran baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran
pembangunan, hal tersebut tertuang sebuah proses tercapainya suatu
tujuan. Seseorang mempunyai motivasi berarti dalam Anggaran
Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak
merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar (Abidin,2016:12).
Perencanaan pajak (Tax Planning) yang bertujuan untuk
meminimalkan jumlah pembayaran pajak dapat dilakukan dengan Tax
3Avoidance maupun dengan Tax Evasion. Meskipun keduanya mempunyai
tujuan yang sama, namun karakteristik keduanya sangatlah berebeda. Tax
Avoidance diartikan sebagai tindakan penghindaran pajak dengan
memanfaatkan celah dari peraturan–peraturan dan perundang–undangan
perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sulitnya penerapan tax avoidance
membuat seorang wajib pajak cenderung untuk melakukan tax evasion,
yaitu melakukan penggelapan pajak dengan menggunakan cara-cara yang
melanggar ketentuan pajak. (Yezzie,2017:4)
Beberapa kasus mengungkapkan kejadian penggelapan pajak pada
tahun 2018 yaitu Kejaksaan Agung menangkap buron tindak pidana pajak
sebesar Rp 10,68 miliar. Terpidana Albertus Irwan Tjahjadi Oedi
dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara dua tahun dan
denda sebesar tiga kali Rp 10,68 miliar sehingga seluruhnya berjumlah Rp
32 miliar. Terpidana pada sekitar 2001 selaku Direktur CV Hasrat telah
sengaja menyampaikan SPT Pajak Penghasilan Pajak yang isinya tidak
benar dan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa pajak PPN
bulan Juni, Juli, Oktober dan November 2001. (tempo.co)
Banyaknya skandal dan kekacauan yang terjadi di institusi dan
individu dalam bidang perpajakan. Dimana semua orang selalu menemui
masalah yang menuntut keputusan yang bersifat etis. Dalam hal ini tindak
penggelapan pajak akan dianggap menjadi suatu perbuatan yang etis
dikarenakan minimnya kesadaran hukum.
4Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Allita
& Muqodim, (2017) Pengaruh Sistem Pajak, Tarif Pajak, Audit Pajak, dan
Diskriminasi Pajak atas Evasion Pajak oleh Badan. Sistem Perpajakan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan Pajak. Tarif
Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penggelapan
Pajak. Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan
terhadap penggelapan Pajak. Diskriminasi Pajak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap penggelapan pajak.
Ciptaningtyas (2018) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa
variabel keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi tidak berpengaruh
terhadap tax evasion. Sedangkan tarif pajak dan kemungkinan terdeteksi
kecurangan berpengaruh terhadap tax evasion. Sedangkan penelitian yang
dilakukan oleh Fatimah & Wardani (2017) Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Penggelapan Pajak dengan variabel sistem perpajakan,
norma subjektif, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak, dan kemungkinan
terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
Sedangkan keadilan pajak dan kepatuhan pajak berpengaruh negatif secara
signifikan terhadap penggelapan pajak.
Berdasarkan uraian di atas peneliti melakukan penelitian ini karena
ingin mengetahui penyebab tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak
di KPP Pratama Tegal. Selain itu diharapkan dapat mengukur seberapa
besar pengaruh penggelapan pajak dalam variable-variabel dalam
penelitian ini. Sehingga dilakukan penelitian yang mengkaji mengenai
5variabel terhadap tindakan penggelapan pajak dengan judul “ Pengaruh
Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Diskriminasi
Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak (Survey Pada Wajib Pajak
Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Tegal) “.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan di atas, maka perumusan masalah yang
ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap Tindak Penggelapan Pajak?
2. Apakah Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Tindak Penggelapan
Pajak?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Tindak Penggelapan
Pajak?
4. Apakah Diskriminasi Pajak berpengaruh terhadap Tindak Penggelapan
Pajak?
6C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam
penelitian ini adalah untuk:
1. Untuk menghasilkan gambaran tentang pengaruh Tarif Pajak atas
Tindak Penggelapan Pajak.
2. Untuk menghasilkan gambaran tentang pengaruh Sistem
Perpajakan atas Tindak Penggelapan Pajak.
3. Untuk menghasilkan gambaran tentang pengaruh Sanksi
Perpajakan atas Tindak Penggelapan Pajak.
4. Untuk menghasilkan gambaran tentang pengaruh Diskriminasi
Pajak atas Tindak Penggelapan Pajak.
2. Manfaat Penelitian




Sebagai pengalaman dalam membuat penelitian yang baik
dan menganalisis sebuah data.
b. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi para
akademisi sebagai materi kajian berkenaan dengan tindakan
7penggelapan pajak dan menambah pemahaman mengenai
pengaruh tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan,
dan diskriminasi pajak terhadap tindak penggelapan pajak
sehingga dapat menambah kajian ilmu akuntansi dalam
bidang perpajakan yang berkaitan dengan tindakan pajak.
c. Bagi KPP Pratama Tegal
Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah
khususnya KPP Pratama Tegal dalam menyusun kebijakan
yang tepat guna meminimalkan tindak penggelapan pajak
khususnya dalam hubungan tarif pajak, sistem perpajakan,
sanksi perpajakan, dan diskriminasi pajak.
2. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai sarana untuk
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan
dengan perpajakan yang berkaitan dengan permasalahan tindak
penggelapan pajak dan sistem perpajakan serta sebagai
pembelajaran penerapan akan pentingnya pajak dan kegunaannya




1. Theory of Planned Behavior (TPB)
Teori ini merupakan hasil formulasi dari perluasan teori induk
di bidang kajian keyakinan, sikap dan perilaku yang dikemukakan oleh
Ajzen dan Fishbein pada tahun 1975 yang disebut Theory of Reasoned
Action. Ajzen (1991) dalam Yezzie (2017:10) mengungkapkan bahwa
Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan dari Theory of
Reasoned Action (TRA) yang bertujuan untuk memperlihatkan
hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu
dalam menanggapi sesuatu. Dalam Theory of Planned Behavior (TPB)
terdapat variabel kontrol keperilakuan yang tidak terdapat pada Theory
of Reasoned Action (TRA). Variabel control keperilakuan mengartikan
bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada di
bawah kendali individu tersebut. Theory of Planned Behavior
membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang
diambil oleh individu, yaitu:
a. Behavioral beliefs, adalah kepercayaan-kepercayaan mengenai
kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain,
behavioral beliefs merupakan keyakinan dari individu akan hasil
(outcome) dari suatu perilaku dan evaluasi. Pada Theory of
9Reasoned Action (TRA) hal ini disebut dengan sikap (attitude)
terhadap perilaku.
b. Normative beliefs, adalah keyakinan tentang harapan normative
yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk
memenuhi harapan tersebut. Dalam Theory of Reasoned Action, hal
ini disebut dengan norma-norma subyektif sikap (subjective norms)
terhadap perilaku.
c. Control beliefs, adalah keyakinan atas keberadaan hal-hal yang
mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan
persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau
menghambat perilakunya tersebut (perceived power). Hal yang
mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari
diri pribadi maupun dari eksternal, faktor lingkungan. Variabel ini
belum ada dalam Theory of Reasoned Action, kemudian
ditambahkan pada Theory of Planned Behavior, disebut dengan
Perceived Behavioral Control.
Jadi, dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan
bahwa dengan sikap individu untuk berperilaku yang baik ketika
menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan
Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan perpajakannya dan
kesempatan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum




Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Undang-Undang No.16 Tahun 2009 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”. Dari definisi tersebut, Mardiasmo
(2016:4) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur–unsur pokok
yaitu :
1) Iuran atau pungutan dari rakyat kepada negara.
2) Pajak yang dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan
undang–undang serta standar aturan pelaksanaannya.
3) Pajak dapat dipaksakan.
4) Tidak menerima atau memperoleh jasa timbal atau
kontraprestasi secara langsung.
5) Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah
yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber keuangan negara
(budgetair) yang berarti sumber dana yang diperuntukkan bagi
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pajak juga
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memiliki fungsi mengatur (creregulerend) yang memiliki arti
bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan
ekonomi. Untuk meningkatkan serta mengefektifkan penerimaan
dari sektor pajak tergantung pada pemerintah sebagai aparat
perpajakan (fiskus) dan masyarakat sebagai wajib pajak atau yang
dikenai pajak.
b. Wajib Pajak
Wajib pajak menurut Mardiasmo (2016:27) adalah orang pribadi
atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
c. Fungsi Pajak
Fungsi pajak merupakan kegunaan pokok dan manfaat pokok dari
pajak itu sendiri. Mardiasmo (2016:4) berpendapat pajak
mempunyai dua fungsi , yaitu :
1) Fungsi Anggaran (budgetair)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah
untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2) Fungsi mengatur (regulerend)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
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Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi
terhadap minuman keras, sehinga peredarannya dapat ditekan.
Demikian pula terhadap barang mewah.
d. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak
Kewajiban Wajib Pajak (Mardiasmo,2016:59) yaitu :
1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan
memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu
yang telah ditentukan.
5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6) Jika diperiksa wajib :
a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan
usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang
terutang pajak.
b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dipandang perlu dan member bantuan guna
kelancaran pemeriksaan.
7) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan,
atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak
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yang terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka
kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan
untuk keperluan pemeriksaan.
Hak–hak Wajib Pajak, yaitu :
1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2) Menerima tanda bukti pemasukkan SPT.
3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran
pembayaran pajak.
6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan
dalam surat ketetapan pajak.
7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan
sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban
pajaknya.
10)Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
11)Mengajukan keberatan dan banding.
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3. Tarif Pajak
Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus
dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi
tanggungannya. Jadi bisa dikatakan tarif pajak merupakan suatu
penetapan atau persentase berdasarkan Undang-Undang yang dapat
digunakan untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus
dibayar, disetor atau dipungut oleh Wajib Pajak.
Menururt Mardiasmo (2009:9) pajak dipungut berdasarkan
tarif. Ada empat macam tarif pajak, yaitu tarif proposional, tarif tetap,
tarif progresif, dan tarif degresif.
a. Tarif Proposional
Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang
dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang
proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
b. Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah
yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
c. Tarif Progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang
dikenai pajak semakin besar.
d. Tarif Degresif
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Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah dikenai
pajak semakin besar.
4. Sistem Perpajakan
Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak
tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban
iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan
negara dan pembangunan (Fatimah & Wardani, 2017). Wajib pajak
diberi kepercayaan untuk membayar, menghitung dan melaporkan
sendiri besarnya pajak terhutang (self assessment), sehingga melalui
sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih
rapi, terkendali, sederhana, dan dapat mudah dipahami kepada wajib
pajak. Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini
menjadi acuan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Jika semakin baik, mudah dan terkendali prosedur
sistem perpajakan yang diterapkan, maka semakin menurun
kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak
5. Sanksi Perpajakan
Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan
merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan (norma
perpajakan) akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan
merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar
ketentuan perpajakan.
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Sanksi pajak dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh
dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berikut uraian sanksi
perpajakan :
1. Sanksi Administrasi
Merupakan sanksi yang terdiri dari denda, bunga dan kenaikan.
Besaran tiap sanksi administrasi ditetapkan melalui perhitungan
tertentu berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.
2. Sanksi Pidana
Sanksi pidana terdiri dari pidana kurungan dan pidana penjara.
Undang Undang Perpajakan menyatakan bahwa pengenaan  sanksi
pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak
pelanggaran dan tindak kejahatan.
6. Diskriminasi Pajak
Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3, diskriminasi yaitu setiap pembatasan,
pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung
didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras,
etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis
kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang mengakibatkan pengurangan,
penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau
penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan
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baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi,
hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
Adanya perilaku diskriminasi dalam perpajakan ini merupakan
suatu tindakan yang menyebabkan keengganan masyarakat/wajib pajak
(baik domistik dan asing) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Di dalam bidang perpajakan, diskriminasi merupakan suatu kondisi
dimana pihak Ditjen Pajak membeda-bedakan perlakuan terhadap
setiap wajib pajak. Diskriminasi ini akan meningkatkan penggelapan
pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak, dimana kondisi ini
disebabkan oleh pihak Ditjen Pajak sendiri yang tidak mampu berlaku
adil. Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai
bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan
cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan. Ketidakpatuhan ini
dapat berakibat pada masyarakat yang enggan membayar pajak.
Sehingga wajib pajak akan mempunyai persepsi bahwa penggelapan
pajak merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan. (Fatimah &
Wardani, 2017)
7. Penghindaran Pajak
Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) menurut Chairil
(2013:23) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara
legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan
ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan
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cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang
terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri,
untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak
menunjuk pada rekayasa tax affairs yang masih dalam bingkai
ketentuan perpajakan, sedangkan penggelapan pajak berada diluar
bingkai peraturan perpajakan.
8. Penggelapan Pajak
Mardiasmo (2013) mendefinisikan penggelapan pajak (Tax
Evasion) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk
meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.
Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini
dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib
pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang
menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data
dengan tidak lengkap dan tidak benar. Menurut Siahan (2010) dalam
Prastomo (2017) penggelapan pajak membawa akibat pada
perekonomian secara makro. Akibat dari penggelapan pajak sangat
beragam dan meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara
lain sebagai berikut:
a. Akibat Penggelapan Pajak dalam Bidang Keuangan
Penggelapan pajak (sebagaimana juga halnya dengan penghidaran
diri dari pajak) berarti pos kerugian yang penting bagi Negara,
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yaitu dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan
konsekuensi-kosnsekuensi lain yang berhubungan dengan penaikan
tarif pajak, inflasi dan sebagainya. Untuk menjamin pemungutan
pajak secara tepat, sering dikemukakan falsafah sebagai berikut,
“Wajib Pajak yang mengelakan pajak mungkin mengira bahwa
Negara mengambil uang dari warga-warga yang oleh Negara harus
diminta pengorbanan lain (untuk mengimbangi kekurangan yang
ditimbulkan oleh Wajib Pajak yang tidak menunaikan
kewajibannya itu)”.
b. Akibat Penggelapan Pajak dibidang Ekonomi
Menurut Siahaan (2010) dalam Prastomo (2017), adapun akibat
dari penggelapan pajak dalam bidang ekonomi adalah sebagai
berikut:
1) Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat
diantara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang
menggelapkan pajaknya dengan menekan biaya secara tidak
legal, mereka mempunyai posisi yang lebih menguntungkan
dari pada saingan-saingan yang tidak berbuat demikian.
2) Penggelapan pajak tersebut merupakan penyebab stagnasi
perputaran roda ekonomi yang apabila perusahaan
bersangkutan berusaha untuk mencapai tambahan dari
keuntungannya dengan penggelapan pajak, dan tidak
mengusahakan dengan jalan perluasan aktivitas atau
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peningkatan usaha. Untuk menutup-nutupinya agar jangan
sampai terlihat oleh fiskus.
3) Penggelapan pajak termasuk juga menyebabkan langkanya
modal karena para wajib pajak yang menyembunyikan
keuntungannya terpaksa berusaha keras untuk menutupinya
agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus. Oleh karena itu
penggelapan pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak pada
hakikatnya menimbulkan dampak yang secara tidak langsung
menghambat pertumbuhan dan peluasan usahanya, dengan
mencoba sedemikian rupa untuk meminimalkan jumlah beban
pajak yang dilaporkan di SPT. Hal ini juga mengakibatkan
ruang lingkup perputaran modal suatu usaha menjadi tidak
leluasa dikarenakan wajib pajak berusaha menyembunyikan
laba atau keuntungan sedemikian rupa agar tidak sampai
terdeteksi oleh fiskus.
Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak memiliki
konsekuensi yang sangat berisiko secara material dan non material.
Secara material bahwa wajib pajak akan menganggap perbuatan
penggelapan pajak itu akan menguntungkan secara jangka panjang,
akan tetapi konsekuensi yang terjadi jika terungkapnya tindak
penggelapan pajak tersebut, maka wajib pajak akan membayar
dengan kerugian berkali-kali lipat disertai dengan denda dan
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kurungan pidana dalam jangka waktu tertentu. Ditambah pula jika
wajib pajak tidak mempunyai cukup dana untuk menutup denda
maka sejumlah asset akan disita dan bisa berdampak pada
kebangkrutan bahkan resiko kejiwaan.
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B. Studi Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh Prisantama dan Muqodim (2017)
dengan judul Pengaruh Sistem Pajak, Tarif Pajak, Audit Pajak, dan
Diskriminasi Pajak atas Evasion Pajak oleh Badan menunjukkan bahwa
secara parsial sistem perpajakan dan diskriminasi pajak secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan Pajak. Variabel
tarif pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan
terhadap penggelapan Pajak, serta membuktikan secara simultan variabel
system pajak, tarif pajak, audit pajak, dan diskriminasi pajak secara
bersama-sama mempengaruhi evasion pajak oleh badan.
Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2016) dengan judul
Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan dan Keadilan
Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak menunjukkan bahwa
secara parsial variabel tarif pajak dan pemanfaatan teknologi dan informasi
perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak.
Variabel keadilan sistem perpajakan secara parsial tidak berpengaruh
terhadap penggelapan pajak, serta membuktikan secara simultan variabel
tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan dan keadilan sistem
perpajakan secara bersama-sama mempengaruhi penggelapan pajak.
Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati & Toly (2014) dengan
judul Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap
Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat
menunjukkan bahwa secara parsial variabel keadilan pajak berpengaruh
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negatif signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Variabel biaya
kepatuhan dan tarif pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan
terhadap persepsi penggelapan pajak, serta membuktikan secara simultan
variabel keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak secara bersama-
sama berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.
Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) dengan judul Pengaruh
Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan
Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak
menunjukkan bahwa secara parsial variabel sistem perpajakan, kepatuhan,
dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan
pajak. Variabel diskriminasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap
etika penggelapan pajak, seta membuktikan secara simultan variabel
sistem perpajakan, diskriminasi, kepatuhan dan pengetahuan perpajakan
secara bersama-sama berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
Penelitian yang dilakukan oleh Sasmito (2017) dengan judul
Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi dan
Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak menunjukkan bahwa
secara parsial variabel tarif pajak secara signifikan tidak memiliki
pengaruh terhadap penggelapan pajak. Variabel keadilan sistem
perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan secara parsial signifikan
memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak, serta membuktikan secara
simultan variabel tarif pajak, keadilan sistem perpajakan, teknologi dan
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informasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap
penggelapan pajak.
Penelitian yang dilakukan oleh Armina & Tahar (2016) dengan
judul Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Tarif Pajak, Ketepatan
Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tindakan
Tax Evasion menunjukkan bahwa secara parsial variabel keadilan dan
diskriminasi tidak berpengaruh terhadap tindakan tax evasion. Variabel
tarif pajak, ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan
secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan tax
evasion, serta membuktikan secara simultan variabel keadilan,
diskriminasi, tarif pajak,ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi
perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tindakan tax
evasion.
Penelitian yang dilakukan oleh Ciptaningtyas (2018) dengan judul
Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi dan
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tax Evasion
menunjukkan bahwa secara parsial variabel keadilan, sistem perpajakan,
dan diskriminasi tidak berpengaruh terhadap tax evasion. Variabel tarif
pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan secara parsial berpengaruh
terhadap tax evasion, serta membuktikan secara simultan variabel
keadilan, sistem perpajakan, tarif pajak, diskriminasi dan kemungkinan
terdeteksi kecurangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tax
evasion.
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Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Wardani (2017) dengan
judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Temanggung menunjukkan bahwa secara parsial
variabel sistem perpajakan, norma subjektif, diskriminasi, kualitas
pelayanan pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak
berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Variabel keadilan pajak dan
kepatuhan pajak secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap
penggelapan pajak, serta membuktikan secara simultan variabel sistem
perpajakan, norma subjektif, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak,
kemungkinan terdeteksi kecurangan, keadilan pajak dan kepatuhan pajak
secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) dengan judul
Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan
Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai
Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) menunjukkan bahwa secara parsial
variabel keadilan dan diskriminasi berpengaruh signifikan positif terhadap
etika penggelapan pajak. Variabel sistem perpajakan dan kemungkinan
terdeteksi kecurangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap
penggelapan pajak, serta membuktikan secara simultan variabel keadilan,
sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya
kecurangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap etika penggelapan
pajak.
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Penelitian yang dilakukan oleh Ardian & Pratomo (2015) dengan
judul Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap
Penggelapan Pajak (Tax Evasion) oleh Wajib Pajak Badan menunjukkan
secara parsial variabel sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan
terhadap penggelapan pajak. Variabel pemeriksaan pajak secara parsial
berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan, serta membuktikan
secara simultan variabel sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak secara
bersama-sama berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
Dibawah ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang dijadikan




























































































































































































































Sumber : Data yang diolah, 2019
C. Kerangka Pemikiran
Menurut Sugiyono (2017:102) penelitian yang berkenaan dengan
dua variabel atau lebih, biasanya dirumuskan hipotesis yang berbentuk
komparasi maupun hubungan. Oleh karena itu dalam rangka menyusun
hipotesis penelitian yang berbentuk komparasi atau hubungan, maka perlu
dikemukakan kerangka berfikir terlebih dahulu.
Berdasarkan telaah pustaka dan beberapa kajian mengenai
penggelapan pajak maka peneliti berusaha menggambarkan sisi dari
beberapa faktor yang mempengaruhi variabel dependen penelitian ini yaitu
penggelapan pajak dengan variabel independen meliputi Tarif Pajak,
Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Diskriminasi Pajak. Sehingga
dari masing-masing kerangka pikir dapat menjelaskan keterkaitan antara
variabel dependen dan independen.
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1. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Tindak Penggelapan Pajak
Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya
pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Pemberlakuan tarif pajak
mempengaruhi wajib pajak dalam hal penyetoran pajak. Pemberlakuan
tarif pajak yang rendah tidak membuat masyarakat merasa terbebani
untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari
pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan
perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Utami (2016), Kurniawati
& Toly (2014), Armina & Tahar (2016), Ciptaningtyas (2018) yang
mengatakan bahwa variabel Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap
tindak penggelapan pajak. Namun lain halnya dengan hasil penelitian
yang dilakukan Prisantama & Muqodim, (2017) dan Sasmito (2017)
yang menunjukkan variabel Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap
penggelapan pajak.
2. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Tindak Penggelapan Pajak
Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak
yang merupakan perwujudan dari peran serta WP untuk secara
langsung dan bersama sama melaksanakan kewajiban membayar pajak
yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan
pembangunan. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak
merupakan kewajiban dibidang perpajakan dengan melakukan
pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pembayar pajak
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berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Prisantama & Muqodim,
(2017), Putri (2017), Sasmito (2017), dan Ardian & Pratomo (2015)
yang mengatakan bahwa variabel Sistem Perpajakan berpengaruh
positif terhadap tindak penggelapan pajak. Namun lain halnya dengan
hasil penelitian yang dilakukan Ciptaningtyas (2018), Fatimah &
Wardani (2017), Rahman (2013) yang menunjukkan variabel Sistem
Perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Tindak Penggelapan Pajak
Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan
merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan (norma
perpajakan) akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan
merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar
ketentuan perpajakan. Undang-Undang Perpajakan Indonesia
menyantumkan ada dua macam sanksi perpajakan, yaitu sanksi
administrasi dan sanksi pidana. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan Rasti dan Hertia (2017), Chrisna (2015) yang mengatakan
bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap tindak
penggelapan pajak. Namun lain halnya dengan hasil penelitian yang
dilakukan Yetmi dkk (2014) yang menunjukkan variabel Sanksi
Perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
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4. Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Tindak Penggelapan
Pajak
Diskriminasi dapat diartikan dengan perilaku yang membeda-
bedakan atau perbedaan perlakuan (discrimination). Dalam hal ini
dikriminasi memiliki arti perbedaan perilaku yang diterima oleh Wajib
Pajak sehingga membatasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
Prisantama & Muqodim (2017), Rahman (2013) yang mengatakan
bahwa variabel Diskriminasi Pajak berpengaruh positif signifikan
terhadap tindak penggelapan pajak. Namun lain halnya dengan hasil
penelitian yang dilakukan Putri (2017), Armina & Tahar (2016),
Ciptaningtyas (2018), Fatimah & Wardani (2017) yang menunjukkan
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Menurut Sugiyono (2017:105) Hipotesis merupakan jawaban
sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan
masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.
Hipotesis dalam pertanyaan ini adalah :
H : Diduga Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Tindak Penggelapan
Pajak.H : Diduga Sistem Perpajakan Berpengaruh Terhadap Tindak
Penggealapan Pajak.H : Diduga Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Tindak






Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian
Kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode analisis data yang dilakukan
dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterprestasikan data
yang berwujud angka-angka. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini yakni penelitian deskriptif yaitu penelitian terhadap masalah-
masalah berupa fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian
deskriptif ini adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan
mengenai tax evasion.
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
yang berada di Kota Tegal. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian
karena lokasi tersebut mudah dijangkau, penulis dapat memperoleh jumlah
responden yang lebih banyak. Sasaran dalam penelitian ini adalah wajib
pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tegal, Jl Kolonel
Sugiono No. 5, Pekauman, Tegal Barat., Kota Tegal, Jawa Tengah 52113.
C. Teknik Pengambilan Sampel
Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 257.841 wajib pajak
orang pribadi. Guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua wajib
pajak tersebut menjadi objek dalam penelitian ini. Penelitian ini
membatasi populasi dengan menggunakan teknik purposive sampling
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yaitu dengan pertimbangan wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang
berdomisili di wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, dan memiliki
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Diketahui populasi penelitian wajib
pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 257.841 orang. Diambil
sampel dengan menggunakan rumus Slovin untuk menghitung ukuran
sampel sebagai berikut :
n =
Keterangan:
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
e = batas toleransi kesalahan (10%)
Perhitungan sampel :
n = .. ( ) = 99,99 = 100
Berdasarkan perhitungan rumus Slovin dengan populasi yang
berjumlah 257.841 WPOP dan batas toleransi kesalahan sebesar 10%
maka didapat sampel penelitian ini sebanyak 100 WPOP.
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D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel
Definisi konseptual merupakan suatu definisi dalam bentuk yang
abstrak yang mengacu pada ide-ide lain atau konsep lain yang bisa saja
abstrak untuk menjelaskan konsep pertama tersebut (Priyono, 2008:79).
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memiliki satu
variabel dependen dan empat variabel independen. Variabel dependen
dalam penelitian ini ialah penggelapan pajak. Variabel independen dalam




Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan usaha yang digunakan
oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya,
dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan
(Ardian & Pratomo, 2015). Perilaku penggelapan pajak merupakan
perilaku ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang
berlaku. Namun dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi
etis atau wajar untuk dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang
tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti
menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun
kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan, dan adanya
peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak
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dan merugikan pihak lainnya. Adapun indikator penggelapan pajak
adalah sebagai berikut:
 Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP.
 Menyampaikan SPT tidak tepat waktu dan tidak menurut aturan.
 Melaporkan pendapatan lebih kecil dari yang seharusnya.
 Melakukan upaya penyuapan.
Variabel penggelapan pajak ini diukur dengan instrument yang terdiri
dari 12 (dua belas) item pertanyaan. Skala pengukuran yang digunakan
adalah skala Likert 5 point, yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju
(STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Kurang Setuju
(KS), angka 4 untuk Setuju (S), dan 5 untuk Sangat Setuju (SS)
2. Variabel Independen
a. Tarif Pajak
Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar
oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya.
Jadi bisa dikatakan tarif pajak merupakan suatu penetapan atau
persentase berdasarkan Undang-Undang yang dapat digunakan untuk
menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor
atau dipungut oleh Wajib Pajak. Adapun indikator tarif pajak adalah
sebagai berikut:
 Kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak.
 Tarif pajak yang berlaku di Indonesia.
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Variabel tarif pajak ini diukur dengan instrument yang terdiri dari 4
(empat). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 5
point, yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 untuk
Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Kurang Setuju (KS), angka 4 untuk
Setuju (S), 5 untuk Sangat Setuju (SS).
b. Sistem Perpajakan
Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang
tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak
yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan
pembangunan (Fatimah & Wardani, 2017). Adapun indikator sistem
perpajakan adalah sebagai berikut:
 Kemudahan fasilitas sistem perpajakan
 Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak
Variabel sistem perpajakan ini diukur dengan instrument yang terdiri
dari 6 (enam) item pertanyaan. Skala pengukuran yang digunakan
adalah skala Likert 5 point, yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju
(STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Kurang Setuju
(KS), angka 4 untuk Setuju (S), dan 5 untuk Sangat Setuju (SS).
c. Sanksi Perpajakan
Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan
jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan (norma perpajakan)
akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat
pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan
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perpajakan. Adapun indikator sanksi perpajakan adalah sebagai
berikut:
 Pemahaman sanksi tindak penggelapan pajak.
 Pengenaan sanksi bagi pelaku tindak penggelapan pajak.
Variabel sistem perpajakan ini diukur dengan instrument yang terdiri
dari 5 (lima) item pertanyaan. Skala pengukuran yang digunakan
adalah skala Likert 5 point, yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju
(STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Kurang Setuju
(KS), angka 4 untuk Setuju (S), dan 5 untuk Sangat Setuju (SS).
d. Diskriminasi Pajak
Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia Pasal 1 ayat 3, diskriminasi yaitu setiap pembatasan,
pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung
didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras,
etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis
kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang mengakibatkan pengurangan,
penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau
penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan
baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi,
hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Adapun indikator
diskriminasi adalah sebagai berikut:
 Perbedaan perlakuan didasarkan golongan dan status sosial
 Kebijakan penegak hukum perpajakan
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Variabel diskriminasi ini diukur dengan instrument yang terdiri dari 5
(lima) item pertanyaan. Skala pengukuran yang digunakan adalah
skala Likert 5 point, yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS),
angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Kurang Setuju (KS),
angka 4 utuk Setuju (S), dan 5 untuk Sangat Setuju (SS).
Tabel 3.1
Definisi Opesional Pengukuran Variabel











tidak tepat waktu dan
tidak menurut aturan.
 Melaporkan pendapatan





























































E. Teknik Pengumpulan Data
Data dikumpulkan melalui metode angket, yaitu menyebarkan
daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden
yakni Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Daerah KPP Pratama
wilayah Kota Tegal. Untuk memperoleh data yang sebenarnya kuesioner
dibagikan secara langsung kepada responden, yaitu dengan mendatangi
tempat responden. Metode kuesioner merupakan teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau
pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner adalah
daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya dimana
responden akan mencatat jawaban mereka, biasanya dalam aternatif yang
di definisikan dengan jelas. Skala yang digunakan dalam tingkat
pengukuran adalah skala interval atau sering disebut skala LIKERT yaitu
skala yang berisi 5 tingkat prefensi jawaban. Skala likert dikatakan
interval karena pernyataan sangat setuju mempunyai tingkat atau prefensi
yang “lebih tinggi” dari setuju dan setuju “lebih tinggi” dari ragu-ragu
(Ghozali, 2011:47). Masing-masing jawaban dari 5 alternatif jawaban
yang telah tersedia diberi bobot nilai (skor) sebagai berikut:
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Tabel 3.2
Pengukuran Terhadap Variabel Independen
No Jawaban Responden Skor
1 Sangat Setuju 5
2 Setuju 4
3 Kurang Setuju 3
4 Tidak Setuju 2
5 Sangat Tidak Setuju 1
F. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk
mengubah data menjadi sebuah informasi yang dapat diinterpestasikan
lebih lanjut. Data ini disesuaikan dengan sampel yang telah diambil oleh
peneliti dan akan diolah dengan menggunakan aplikasi data statistik atau
dikenal dengan program SPSS (Statistical Package for Social Science)
versi 23.0 for windows. Hal ini bertujuan agar hasil perhitungan tersebut
dapat secara tepat dan efisien dan digunakan untuk menghindari adanya
kesalahan atau human error.
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G. Analisis Data dan Uji Hipotesis
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni
dengan menggunakan teknik regresi linier berganda. Teknik regresi linier
berganda digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen.
1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif menyajikan gambaran atau deskripsi suatu data
yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian,
maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness atau
kemencengan distribusi (Ghozali, 2011).
2. Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas
Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana
instrument pengukur mampu mengukur apa yang ingin diukur.
Metode yang digunakan untuk melakukan uji validitas dalam
penelitian ini adalah korelasi bivariate pearson (produk momen
pearson) yaitu dengan mengkorelasikan skor setiap item
pernyataan dengan skor total (hasil penjumlahan seluruh skor item
pernyataan). Jika r hitung ≥ r tabel, maka instrumen pernyataan
dinyatakan valid (Ghozali, 2011).
b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu
kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.
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Suatu kuesioner disebut reliabel atau handal jika jawaban
seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari
waktu ke waktu. Menurut (Ghozali, 2011: 48) menyebutkan bahwa
pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu
salah satunya yang di gunakan dalam penelitian ini adalah one shot
pengukuran sekali saja, di sini pengukurannya hanya sekali dan
kemudian hasilnya di bandingkan dengan pertanyaan lain atau
mengukur kolerasi antar jawaban pertanyaan. Kriteria pengujian
dilakukan dengan menggunakan pengujian Cronbach Alpha (α)
yaitu pengujian yang paling umum digunakan. Suatu variabel
dinyatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60.
3. Uji Asumsi Klasik
Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka
peneliti melakukan uji normalitas, dan uji multikolonieritas.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah didalam model
regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya
mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model
regresi yang benar yaitu memiliki distribusi normal atau mendekati
normal. Analisis grafik adalah salah satu cara termudah untuk
melihat normalitas data dengan cara membandingkan antara data
observasi dengan distribusi yang mendekati garis normal dengan
menggunakan Normal Probability Plot (P-P Plot).
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Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji kolmogorov smirnov.
Konsep dasar dari uji normalitas kolmogorov smirnov yakni
dengan membandingkan antara distribusi data (yang akan diuji
normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Penerapan pada uji
kolmogorov smirnov adalah bahwa jika signifikan dibawah 0,05
berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan
dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal.
b. Uji Multikolinieritas
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.
Model regresi yang benar seharusnya tidak terjadi korelasi di
antara variabel independen. Multikolinearitas dapat juga dilihat
dari nilai Tolerance (TOL) dan metode Variance Inflation Factor
(VIF). Nilai TOL berkebalikan dengan VIF. TOL adalah besarnya
variasi dari satu variabel independen yang tidak dijelaskan oleh
variabel independen lainnya, sedangkan VIF menjelaskan derajat
suatu variabel independen yang dijelaskan oleh variabel
independen lainnya. Nilai TOL yang rendah adalah sama dengan
nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/TOL). Nilai cut off  yang
umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah
nilai TOL<0,10 atau sama dengan nilai VIF=10.
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4. Uji Hipotesis Penelitian
Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi
linear berganda, yaitu suatu model liniear regresi yang variabel
dependennya merupakan fungsi liniear dari beberapa variabel bebas.
Regresi linier berganda sangat bermanfaat untuk meneliti pengaruh
beberapa variabel yang berkolerasi dengan variabel yang diuji. Teknik
analisis ini sangat dibutuhkan dalam berbagai pengambilan keputusan
baik dalam perumusan kebijakan manajemen maupun dalam telaah
ilmiah. Analisis regresi berganda digunakan dengan tujuan untuk
mengetahui apakah variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap variabel terikat. Untuk pengolahan datanya menggunakan
aplikasi SPSS. Dengan rumus regresi berganda yaitu:
Y= α+b1X1+ b2X2+b3X3+b4X4+e
keterangan:
Y = Penggelapan Pajak
α = Konstanta







5. Uji Statistik F (Uji Kelayakan Model)
Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel
independen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel
dependen. Untuk mengetahui variabel-variabel independen secara
simultan mempengaruhi variabel dependen, dilakukan dengan
membandingkan p-value pada kolom Sig. dengan tingkat signifikansi
yang digunakan sebesar 0,05. Jika p-value> derajat keyakinan (0,05)
maka H1 dan H2 ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-
sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan,
begitupun sebaliknya. Demikian juga untuk  F hitung dan F tabel. Jika
F hitung > F tabel maka H1 dan H2 diterima. Artinya variabel
independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen
secara signifikan, begitu pula sebaliknya.
6. Uji  Statistik t (Uji Parsial)
Uji t dilakukan untuk mengetahui besarnya masing-masing
variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.
Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel
independen secara individual terhadap variabel dependen, dilakukan
dengan membandingkan p-value pada kolom Sig. masing-masing
variabel independen dengan tingkat signifikan yang digunakan 0,05.
Jika p-value > derajat keyakinan (0,05) maka H1 dan H2 ditolak.
Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara
individual terhadap variabel dependen, begitupun sebaliknya.
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Demikian juga untuk membandingkan t hitung dengan t tabel. Jika t
hitung > t tabel maka H1 dan H2 diterima. Artinya ada pengaruh
signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel
dependen, begitupun sebaliknya.
7. Uji Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar
variable variabel independen secara bersama mampu memberikan
penjelasan mengenai variabel dependen dimana nilai R2 berkisar
antara 0 sampai 1(0≤R2≤1). Semakin besar nilai R2, maka semakin
besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi
variabel–variabel independen. Sebaliknya jika R2 kecil, maka akan





A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal
Pada bulan Juni tahun 1964, pemerintah mendirikan kantor
Inspeksi Keuangan Pekalongan yang diresmikan oleh DJP Drs.
Soejono Brotodiharjo. Kantor Inspeksi Keuangan Pekalongan
mencangkup wilayah kerja yang meliputi wilayah Karisidenan
Pekalongan termasuk Kabupaten Tegal dan Brebes, sedangkan pada
saat itu Kotamadya Tegal belum terbentuk.
Kantor Dinas Luar (KDL) Tingkat 1 Tegal pada saat itu hingga
sekarang terus berusaha untuk menggalakkan potensi pajak. Hal ii
dilakukan mengingat perkembangan perekonomian kedua daerah
tersebut yaitu Kabupaten Tegal dan Brebes baik pada produksi
pertanian tebu maupun peternakan ikan mengalami peningkatan yang
cukup pesat. Kabupaten Tegal pada saat itu juga mengembangkan
pertanian bawang putih pada lokasi sekitar daerah Gunung Slamet,
sementara Kabupaten Brebes dengan area persawahan yang luas telah
berhasil mengembangkan komoditi bawang merah dan cabai merah
dalam jumlah besar. Daerah Kabupaten Brebes bahkan sekarang ini
telah menjadi stok nasional untuk komoditi bawang merah dan cabai
merah bagi negara Indonesia.
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Dengan kondisi perekonomian yang mempunyai kemungkinan
besar untuk berkembang, hal ini menjadikan Ditjen Pajak berkeinginan
Kantor Dinas Luar (KDL) dijadikan Kantor Inspeksi Tegal. Pada tahun
1970 Mentri Keuangan melalui DJP Drs. Sutaji Sukarya meresmikan
peningkatan status sebagai Kantor Inspeksi Pajak Tegal.
Pimpinan kantor sementara pada waktu itu dijabat oleh Bapak
Soeryodiningrat yang merangkap sebagai Kepala Bagian Pajak
Langsung. Beberapa bulan dilantiklah Drs. Setyarso sbagai pimpinan
baru sekaligus merangkap jabatan sebagai Kepala Kantor Inspeksi
Pajak Tegal pertama.
Nama Kantor Inspeksi Pajak Tegal kemudian dirubah menjadi
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada tahun 1989 sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Dtjen Pajak, dalam Keputusan Menteri
Keuangan RI Nomor 276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989
tentang Organisasi dan Tata Kerja Ditjen Pajak, diatur tentang
perubahan penamaan dari Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor
Pelayanan Pajak, dengan didasari bahwa dewasa ini tugas Dirjen Pajak
tidak hanya melakukan inspeksi atau pemeriksaan semata tetapi juga
mengutamkan pelayanan administrasi pajak kepada masyarakat luas
terutama bagi Wajib Pajak.
KPP Tegal terus mengalami perpindahan lokasi kantor sejak
masih berstatus sebagai Kantor Dinas Luar Tingkat 1 dan Kantor
Inspeksi Pajak Tegal. Perpindahan lokasi tersebut dimulai dengan
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menempati gedung milik Negara di Jalan Dr. Sutomo , hingga
sekarang berlokasi di Jalan Kolonel Sugiyono No. 5 Kotamadya Tegal.
KPP Tegal termasuk dalam koordinasi Kantor Wilayah DJP
Jawa Tengah I. Kantor KPP Tegal memiliki luas wilayah kerja
sebanyak 458.339, terdiri atas tiga daerah antara lain Kodya Daerah
Tingkat II Tegal, Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Brebes. Adapun batas wilayah utara yaitu Laut Jawa
sebagai batas Wilayah Utara, Kecamatan Bumiayu dan Brebes sebagai
batas wilayah selatan, Kecamatan Warureja sebagai batas wilayah
timur dan Kecamatan Losari Brebes sebagai batas wilayah barat.
2. Kedudukan dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal sebagai salah
satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berada di
bawah Kanwil DJP Jawa tengah I dengan wilayah kerja meliputi Kota
Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal atau KPP Pratama
Tegal merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor
Wilayah DJP Jawa Tengah I, yang mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan,, pengawasan administrasi, dan pemeriksaan terhadap Wajib
Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh) , Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah
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wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
3. Visi, Misi, Motto dan Nilai – Nilai Kementrian Keuangan
Visi KPP Pratama Tegal
“Menjadikan KPP yang handal, inovatif dan akuntabel dalam melayani
wajib pajak”
Misi KPP Pratama Tegal
“Melayani wajib pajak secara optimal untuk mewujudkan wajib pajak
yang sadar dan patuh pajak”
Motto KPP Pratama Tegal
“Melayani dengan PRIMA, Profesional, Ramah, Intregitas, Mudah,
Akurat”
Nilai-Nilai Kementrian Keuangan
 Integritas : Berpikir, berkata, berperilaku, dan
bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etika
dan prinsip-prinsip moral.
 Proesionalisme : Bekerja tuntas dan akurat atas dasar petensi
terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
 Sinergi : Membangun dan memastikan hubungan
kerjasama internal dan produktif serta kemitraan yang harmonis
dengan para pemangku kepentingan.
 Pelayanan : Memberikan layanan yang memenuhi
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kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengn sepenuh
hati , transparan, cepat, akurat, dan aman.
 Kesempurnaan : Senantiasa melakukan upaya perbaikan
disegala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.
4. Struktur dan Deskripsi Tugas KPP Pratama Tegal
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal dilengkapi dengan
struktur organisasi yang mencangkup keseluruhan tugas dan fungsi
yang ditetapkan melalui Surat Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
132/PMK.01/2006. Sesuai dengan peraturan tersebut, maka struktur
organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal, sebagaimana halnya
Kantor Pelayanan Pajak Pratama lainnya memiliki struktur organisasi
sebagai berikut :
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Sumber : KPP Pratama Tegal
Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal
Sebagaimana halnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama lainnya
memiliki struktur organisasi sebagai berikut :
a. Kepala Kantor
b. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
c. Sekretariat












































h. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
k. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
l. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
m. KP2KP Bumiayu
n. Kelompok Fungsional Pemeriksa
Adapun rincian tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh
Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai berikut :
a. Kepala Pelyanan Pajak mempunyai tugas mengkoordinasikan
penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan
penyusunan rencana strategi Kantor Wilayah.
b. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas
melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah
tangga dan kepatuhan internal
c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan
pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamanan potensi
perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen
perpajakan, pelayanan dokumen, teknik computer, pemantauan
aplikasi e-SPT dan e-Filling serta penyajian laporan kerja.
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d. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan
penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian
dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat
Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya serta pelaksanaan
registrasi wajib pajak.
e. Seksi Penagih mempunyai tugas melakukan urusan penata usahaan
piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak,
penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta
penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
f. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan
rencana pemeriksaan, pegawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan,
penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta
administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan
pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,
bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis
perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib
Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka
melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding.
h. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas menambah
wajib pajak maupun objek pajak baru.
i. Kelompok fungsional pemeriksa pajak melakukan tugas teknis
pemeriksaan.
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j. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
(KP2KP) Bumiayu mempunyai tugas melayani konsultan pajak
serta menyusun rencana dan melaksanakan penyuluhan kepada
wajib pajak.
B. Hasil Penelitian
1. Tingkat Pengembalian Kuisioner
Populasi yang digunakan oleh peneliti adalah wajib pajak orang
pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Pelaksanaan penelitian
ini dengan membagikan kuisioner secara langsung kepada responden.
Lama penyebaran kuisioner dilakukan selama 21 hari mulai tanggal 12
Mei sampai dengan 1 Juni 2018. Teknik pengambilan sampel dalam
penelitian ini dilakukan dengan metode rumus Slovin dengan hasil 100
responden.
Penelitian ini menyebarkan 100 kuisioner, jumlah kuisioner
yang diperoleh dan dapat dioleh sebanyak 100 kuisioner. Jumlah






Respon rate = 100/100 x 100%
Data yang diperoleh
Data yang tidak dapat diolah
Jumlah kuisoner siap dianalisis








Sumber: Data primer diolah, 2019
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2. Hasil Statistik Deskriptif
Pengukuran statistik deskriptif variabel dilakukan untuk
memberikan gambaran umum rata-rata (mean) dan standar deviasi dari
masing masing variabel yaitu tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi
















N Valid 100 100 100 100 100
Missing 0 0 0 0 0
Mean 15,10 25,91 19,62 11,81 45,78
Median 15,00 25,00 20,00 12,00 48,00
Mode 14 24 20 12 48
Std. Deviation 2,120 2,357 3,714 3,100 7,954
Variance 4,495 5,557 13,794 9,610 63,264
Minimum 11 20 10 6 20
Maximum 20 30 25 20 60
Sumber : Olah Data SPSS versi 23
Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat di deskripsikan bahwa jumlah
responden (N) ada 100 ini nilai independen tarif pajak memiliki nilai
minimum 11, nilai maksimum 20, nilai mean 15,10 dengan standar
deviasi 2,120. Sistem perpajakan memiliki nilai minimum 20, nilai
maksimum 30, nilai mean 25,91 dengan standar deviasi 2,357. Sanksi
perpajakan memiliki nilai minimum 10, nilai maksimum 25, nilai mean
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19,62 dengan standar deviasi 3,714. Diskriminasi perpajakan memiliki
nilai minimum 6, nilai maksimum 20, nilai mean 11,81 dengan standar
deviasi 3,100. Sedangkan pada variabel dependen tindak penggelapan
pajak memiliki nilai minimum 20, nilai maksimum 60, nilai mean 45,78
dengan standar deviasi 7,954.
3. Data Deskripsi Sampel Penelitian
Karakteristik responden yang diukur dengan skala interval yang
menunjukkan besarnya frekuensi absolut dan presentase jenis kelamin,
umur responden, dan jenis pekerjaan responden. Responden yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang
terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal.
Kuisioner disebar dengan harapan dapat diisi secara lengkap, sehingga
akan menghasilkan suatu penelitian yang valid. Pada karakteristik
responden, terdapat 100 responden. Data mengenai karakteristik
















Dari table 4.3 diatas menjelaskan mengenai data responden
berdasarkan jenis kelamin, umur responden, jenis pekerjaan pada 100
responden.
4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Sebelum data hasil penelitian dianalisis lebih lanjut, terlebih
dahulu diuji validitas dan realibitasnya untuk mengetahui apakah alat
ukur yang digunakan berupa butir item pertanyaan yang diajukan
kepada responden dapat mengukur secara cermat, cepat dan tepat apa
yang ingin diukur dalam penelitian ini.
a. Hasil Pengujian Validitas
Pengujian validitas dari instrument penelitian dilakukan dengan
menghitung angka korelasi atau rhitung dari nilai jawaban setiap
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responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan
dengan rtabel. Nilai rtabel 0,196 didapat dari jumlah kasus (N) – 2,
atau 100 – 2 = 98, tingkat signifikansi 5%, maka di dapat rtabel
0,196.
Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap
pernyataan kuisioner dari tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi
perpajakan dan diskriminasi pajak serta tindak penggelapan pajak
sebagai berikut :
Tabel 4.5
Uji Validitas Tarif Pajak
Butir Pertanyaan R hitung R table Keterangan
X1.1 0, 546 0, 196 Valid
X1.2 0, 670 0, 196 Valid
X1.3 0, 566 0,196 Valid
X1.4 0, 617 0, 196 Valid
Sumber : Olah Data SPSS versi 23
Bedasarkan pada table 4.5 diatas menunjukkan bahwa
seluruh nilai r hitung lebih besar daripada r table pada jumlah
sampel (N) sebanyak 100 dan nilai signifikan sebesar 0,05. Oleh
karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam




Uji Validitas Sistem Perpajakan
Butir Pertanyaan R hitung R table Keterangan
X2.1 0, 714 0, 196 Valid
X2.2 0, 771 0, 196 Valid
X2.3 0, 732 0, 196 Valid
X2.4 0, 817 0, 196 Valid
X2.5 0, 663 0, 196 Valid
X2.6 0, 560 0, 196 Valid
Sumber : Olah Data SPSS versi 23
Bedasarkan pada table 4.6 diatas menunjukkan bahwa
seluruh nilai r hitung lebih besar daripada r table pada jumlah
sampel (N) sebanyak 100 dan nilai signifikan sebesar 0,05. Oleh
karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam
penelitian ini valid, sehingga dapat digunakan sebagai instrument
penelitian.
Tabel 4.7
Uji Validitas Sanksi Perpajakan
Butir Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan
X3.1 0, 721 0, 196 Valid
X3.2 0, 649 0, 196 Valid
X3.3 0, 848 0, 196 Valid
X3.4 0, 870 0, 196 Valid
X3.5 0, 831 0, 196 Valid
Sumber : Olah Data SPSS versi 23
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Bedasarkan pada table 4.7 diatas menunjukkan bahwa
seluruh nilai r hitung lebih besar daripada r table pada jumlah
sampel (N) sebanyak 100 dan nilai signifikan sebesar 0,05. Oleh
karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam
penelitian ini valid, sehingga dapat digunakan sebagai instrument
penelitian.
Tabel 4.8
Uji Validitas Diskriminasi Pajak
Butir Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan
X4.1 0, 820 0, 196 Valid
X4.3 0, 685 0, 196 Valid
X4.4 0, 663 0, 196 Valid
X4.5 0, 703 0, 196 Valid
Sumber : Olah Data SPSS versi 23
Dalam penelian ini, uji validitas diskriminasi pajak
menghapus pertanyaan nomor 2, dikarenakan nilai yang diperoleh
adalah -0,032 yang lebih kecil dari 0,196.
Bedasarkan pada table 4.8 diatas menunjukkan bahwa
seluruh nilai r hitung lebih besar daripada r table pada jumlah
sampel (N) sebanyak 100 dan nilai signifikan sebesar 0,05. Oleh
karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam




Uji Validitas Tindak Penggelapan Pajak
Butir Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan
Y1.1 0, 787 0, 196 Valid
Y1.2 0, 877 0, 196 Valid
Y1.3 0, 858 0, 196 Valid
Y1.4 0, 739 0, 196 Valid
Y1.5 0, 850 0, 196 Valid
Y1.6 0, 844 0, 196 Valid
Y1.7 0, 913 0, 196 Valid
Y1.8 0, 805 0, 196 Valid
Y1.9 0, 594 0, 196 Valid
Y1.10 0, 677 0, 196 Valid
Y1.11 0, 772 0, 196 Valid
Y1.12 0, 783 0, 196 Valid
Sumber : Data Olah SPSS versi 23
Bedasarkan pada table 4.9 diatas menunjukkan bahwa
seluruh nilai r hitung lebih besar daripada r table pada jumlah
sampel (N) sebanyak 100 dan nilai signifikan sebesar 0,05. Oleh
karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam
penelitian ini valid, sehingga dapat digunakan sebagai instrument
penelitian.
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b. Hasil Pengujian Reliabilitas
Uji Reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi
data dalam jangka waktu  tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh
mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau
diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan cronbach alpha
nya memiliki nilai lebih besar 0,60 yang berarti bahwa instrument
tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal
yaitu hasil pengukuran relative koefisian jika dilakukan
pengukuran ulang. Berikut ini hasil pengujian reliabilitas untuk
variabel tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan
diskriminasi pajak, serta tindak penggelapan pajak adalah sebagai
berikut :
Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas Kuisioner
Jenis Kuesioner R hitung Nilai Cronbach’s
Alpha
Status
Tarif Pajak 0,600 0,060 Reliabel
Sistem Perpajakan 0,792 0,060 Reliabel
Sanksi Perpajakan 0,844 0,060 Reliabel




Sumber : Data Olah SPSS versi 23
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Dari variabel tarif pajak, peneliti mengurangi jumlah
responden menjadi 82 responden sehingga cornbach alpha
menghasilkan nilai 0,600.
Dari hasil perhitungan reliabilitas variabel tarif pajak (X1),
sistem perpajakan (X2), sanksi perpajakan (X3), diskriminasi pajak
(X4) dan tindak penggelapan pajak (Y) diperoleh nilai reliabilitas
lebih besar bila dibandingkan dengan 0,60. Artinya instrument
dinyatakan reliabel.
5. Hasil Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Untuk mengetahui kepastian sebaran data yang diperoleh
harus dilakukan uji normalitas terhadap data yang bersangkutan.
Dengan demikian, analisis statistika yang pertama harus digunakan
dalam rangka analisis data adalah analisis statistic berupa uji
normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel
independen dan variabel dependen yaitu tarif pajak (X1), sistem
perpajakan (X2), sanksi perpajakan (X3), diskriminasi pajak (X4)
dan tindak penggelapan pajak (Y) keduanya memiliki distribusi








Dari gambar grafik histogram diatas, dapat disimpulkan
bahwa residual data berdistribusi normal karena grafik tersebut
berbentuk lonceng. Demikian pula dengan grafik normal p – p plot
of regression standardized residual terlihat titik - titik menyebar
disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis
diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi
layak dipakai karena asumsi normalitas.
Tabel 4.11
Uji Normalitas
Dari data table diatas setelah transformasi uji normalitas
residual dapat diketahui nilai signifikasi Asymp. Sig. (2-tailed)
sebesar 0,049. Maka nilai residual tersebut dapat dikatakan
terdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Nilai
signifikansi 0,049 dikatakan normal dikarenakan model regresi






Normal Parametersa,b Mean ,0000000
Std. Deviation 7,27553024




Asymp. Sig. (2-tailed) ,049c
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
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b. Uji Multikolinieritas
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada
model persamaan regresi telah ditemukan kolerasi ataukah tidak
antar sesama variabel bebas (independen). Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen.
Apabila terdapat variabel independen yang saling berkolerasi,
dapat dikatakan variabel-variabel tersebut tidak orthogonal.
Pengertian variabel orthogonal merupakan variabel independen
yang mempunyai nilai kolerasi sebesar nol antar sesama variabel
independen.
Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai Tolerance
(TOL) dan metode Variance Inflation Factor (VIF). Nilai TOL
berkebalikan dengan VIF. TOL adalah besarnya variasi dari satu
variabel independen yang tidak dijelaskan oleh variabel
independen lainnya, sedangkan VIF menjelaskan derajat suatu
variabel independen yang dijelaskan oleh variabel independen
lainnya. Nilai TO
L yang rendah adalah sama dengan nilai VIF yang tinggi
(karena VIF = 1/TOL). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk
menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai TOL<0,10 atau








1 Tarif Pajak ,693 1,443
Sistem Perpajakan ,680 1,470
Sanksi Perpajakan ,838 1,193
DIskriminasi Pajak ,858 1,166
a. Dependent Variable: Total_Y
Sumber : Data Olah SPSS versi 23
Berdasarkan hasil output uji multikolonieritas pada model
regresi seperti tertera pada table 4.12, diperoleh data bahwa nilai
tolerance tarif pajak sebesar 0,693, sistem perpajakan 0,680, sanksi
perpajakan 0,838 dan diskriminasi sebesar 0,858. Semua nilai
tolerance tersebut masing-masing >0,1. Sementara nilai dari VIF
tarif pajak sebesar 1,443, sistem perpajakan sebesar 1,470, sanksi
perpajakan 1,193 dan diskriminasi pajak sebesar 1,166. Semua
nilai VIF tersebut masing-masing <10,00. Sehingga dapat
diperoleh suatu kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian
ini tidak terjadi multikolonieritas.
6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui tingkat
hubungan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap
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t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 5,488 10,270 ,534 ,595
Tarif Pajak ,526 ,454 ,141 1,159 ,250
SIstem Perpajakan ,858 ,448 ,235 1,917 ,059
Sanksi Perpajakan ,037 ,244 ,017 ,151 ,881
Diskriminasi Pajak ,776 ,307 ,277 2,531 ,013
a. Dependent Variable: Total_Y
Sumber : Data Olah SPSS versi 23
Pada kolom unstandardized coefficients (kolom B), tertera nilai
constanta sebesar 5,488, koefisien tarif pajak sebesar 0,526, koefisien
sistem perpajakan sebesar 0,858, koefisien sanksi perpajakan sebesar
0,037 dan koefisien diskriminasi pajak sebesar 0,776. Dengan
demikian dapat ditulis persamaan regresi menjadi bentuk persamaan
sebagai berikut :
Y = 5,488 + 0,526X1 + 0,858X2 + 0,037X3 + 0,776X4
Pada persamaan tersebut mempunyai arti sebagai berikut :
a. Konstansta sebesar 5,488 berarti bahwa tanpa adanya variabel tarif
pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan diskriminasi pajak,
maka tindak penggelapan pajak adalah sebesar 548,8%.
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b. Jika variabel tarif pajak naik satuan, maka akan menyebabkan
kenaikan sebesar 0,526 satuan atau sebesar 52,6% pada tindak
penggelapan pajak.
c. Jika variabel sistem perpajakan naik satuan, maka akan
menyebabkan kenaikan sebesar 0,858 satuan atau sebesar 85,8%
pada tindak penggelapan pajak.
d. Jika variabel sanksi perpajakan naik satuan, maka akan
menyebabkan kenaikan sebesar 0,037 satuan atau sebesar 3,7%
pada tindak penggelapan pajak.
e. Jika variabel diskriminasi pajak naik satuan, maka akan
menyebabkan kenaikan sebesar 0,776 satuan atau sebesar 77,6%
pada tindak penggelapan pajak.
7. Hasil Uji Hipotesis
a. Uji Statistik F (Uji Kelayakan Model)
Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua
variabel independen atau bebas dalam model terdapat pengaruh
terhadap variabel dependen/terikat secara bersama-sama. Untuk
dapat mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi
secara bersama-sama variabel dependen maka digunakan tingkat
signifikasi sebesar 0,05. Adapun kriteria di tolak atau diterimanya
hipotesis sebagai berikut :
1. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien
regresi signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel
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independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
dependen.
2. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien
regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 1143,290 4 285,822 5,133 ,001b
Residual 4287,601 77 55,683
Total 5430,890 81
a. Dependent Variable: Total_Y
b. Predictors: (Constant), Total_X4, Total_X2, Total_X3, Total_X1
Sumber : Output SPSS versi 23
Pada table 4.14 tertera nilai signifikansi sebesar 0,001, yang
mana nilai 0,001 < 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis
yang menyatakan bahwa variabel tarif pajak, sistem perpajakan,
sanksi perpajakan dan diskriminasi pajak berpengaruh secara
simultan terhadap tindak penggelapan pajak.
b. Uji Statistik t (Uji Parsial)
Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar
pengaruh dari satu variabel independen secara individual dan
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menerangkan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini
pengujian dengan menggunakan signifikansi level 0,05 (α = 5%).
Adapun kriteria di tolak atau diterimanya hipotesis adalah sebagai
berikut :
a. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien
regresi signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel
independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
dependen.
b. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien
regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel
dependen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
independen.
Tabel 4.15







t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 5,488 10,270 ,534 ,595
Tarif Pajak ,526 ,454 ,141 1,159 ,250
SIstem Perpajakan ,858 ,448 ,235 1,917 ,059
Sanksi Perpajakan ,037 ,244 ,017 ,151 ,881
Diskriminasi Pajak ,776 ,307 ,277 2,531 ,013
a. Dependent Variable: Total_Y
Sumber : Output SPSS versi 23
Berdasarkan data yang terdapat dalam table 4.15 diperoleh suatu
kesimpulan sebagai berikut :
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a. Hipotesis yang menyatakan bahwa diduga terdapat pengaruh tarif
pajak secara parsial terhadap tindak penggelapan pajak tidak terbukti,
dengan nilai signifikansi 0,250 > 0,05 maka hipotesis ditolak. Ini tidak
berpengaruh dikarenakan semakin tingginya tarif pajak wajib pajak
maka tindak penggelapan pajak semakin tinggi. Penyebab hipotesis
pertama tidak signifikan dikarenakan membalikkan skor pada
pertanyaan nomor 2 dan 4 dikarenakan pertanyaan bersifat negative.
Disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk mengurangi atau
menambah pertanyaan yang bersifat positif atau negative.
b. Hipotesis yang menyatakan bahwa diduga terdapat pengaruh sistem
perpajakan secara parsial terhadap tindak penggelapan pajak tidak
terbukti, dengan nilai signifikansi 0,059 > 0,05 maka hipotesis ditolak.
Hal ini tidak berpengaruh dikarenakan semakin lamban atau tidak
berfungsinya sistem perpajakan maka tindak penggelapan pajak
semakin tinggi. Penyebab hipotesis kedua tidak signifikan dikarenakan
responden menjawab setiap pertanyaan dengan skor tinggi, mereka
menganggap sistem perpajakan saat ini sudah sangat baik. Disarankan
untuk peneliti selanjutnya untuk menambah responden pada penelitian
selanjutnya.
c. Hipotesis yang menyatakan bahwa diduga terdapat pengaruh sanksi
perpajakan secara parsial terhadap tindak penggelapan pajak tidak
terbukti, dengan nilai signifikansi 0,881 > 0,05 maka hipotesis ditolak.
Ini tidak berpengaruh signifikan dikarenakan pengenaan sanksi kepada
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pelanggar peraturan perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap
Wajib Pajak dan tindak penggelapan pajak masih terjadi. Penyebab
hipotesis ketiga tidak signifikan dikarenakan responden menjawab
setiap pertanyaan dengan skor tinggi, mereka menganggap sanksi yang
diberlakukan sudah cukup memberi efek jera bagi wajib pajak yang
melakukan tindak penggelapan pajak. Disarankan untuk peneliti
selanjutnya untuk menambah responden pada penelitian sselanjutnya.
d. Hipotesis yang menyatakan bahwa diduga terdapat pengaruh
diskriminasi secara parsial terhadap tindak penggelapan pajak terbukti,
dengan nilai signifikansi 0,013 < 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini
dikarenakan wajib pajak jika mendapat perlakuan diskriminasi, maka
wajib pajak akan melakukan penggelapan pajak.
8. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Menurut Imam Ghazali koefisien determinasi pada hakekatnya
mengukur seberapa besar kemampuan persamaan model dalam
menerangkan variasi yang terdapat pada variabel dependen. Nilai R2
terletak antara 0 sampai 1 ( 0 ≤ R2 ≤ 1 ). Koefisien determinasi dapat
dihitung untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen. Jika proses mendapatkan R2 yang tinggi adalah





Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,459a ,211 ,170 7,462
a. Predictors: (Constant), Total_X4, Total_X2, Total_X3, Total_X1
b. Dependent Variable: Total_Y
Sumber : Output SPSS versi 23
Hasil koefisien determinasi yang tampak dalam tabel 4.16 iatas
dapat diketahui bahwa nilai R2, sebesar 0,170. Nilai tersebut
mengandung anti bahwa total varian return disekitar rata-ratanya 17%
Hal ini dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen
yaitu tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, diskriminasi
pajak. Sedangkan sisanya 83% dipengaruh oleh faktor lain yang tidak
dapat dijelaskan.
C. Pembahasan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka
diperoleh suatu hasil penelitian sebagai berikut :
1. Tarif Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Tindak Penggelapan
Pajak
Berdasarkan uji t variabel tarif pajak diperoleh hasil dengan
nilai signifikan 0,250 lebih besar dari 0,05 dan nilai t sebesar 1,159, ini
berarti Ha1 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tarif
pajak  tidak berpengaruh terhadap tindak penggelapan pajak.
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Tarif pajak menurut Permatasari dan Laksito (2013) adalah
presentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang
harus dibayar). Peningkatan tarif pajak dimaksudkan untuk
memberikan peningkatan pendapatan, namun yang terjadi justru
sebaliknya. Dalam penelitian ini menurut preferensi mahasiswa
akuntansi semakin tinggi tarif pajak tidak menyebabkan semakin
besarnya tingkat penggelapan pajak.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Prisantama dan Muqodim (2017) menunjukkan bahwa tarif pajak
tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak dan
penelitian Sasmito (2017) bahwa tarif pajak secara signifikan tidak
memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak.
Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan
oleh Utami (2016) bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap
penggelapan pajak. Sedangkan menurut Ciptaningtyas berpengaruh
terhadap penggelapan pajak.
2. Sistem Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Tindak
Penggelapan Pajak
Berdasarkan uji t variabel tarif pajak diperoleh hasil dengan
nilai signifikan 0,059 lebih besar dari 0,05 dan nilai t sebesar 1,917, ini
berarti Ha2 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindak penggelapan
pajak.
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Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak
tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban
iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan
negara dan pembangunan (Fatimah & Wardani, 2017). Wajib pajak
diberi kepercayaan untuk membayar, menghitung dan melaporkan
sendiri besarnya pajak terhutang (self assessment), sehingga melalui
sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih
rapi, terkendali, sederhana, dan dapat mudah dipahami kepada  wajib
pajak. Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini
menjadi acuan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Dalam penelitian ini menurut preferensi mahasiswa
akuntansi, sistem perpajakan yang semakin baik ataupun sebaliknya
tidak menyebabkan kecenderungan untuk melakukan penggelapan
pajak.
Hasil penelitian ini bertolak belakanng dengan penelitian yang
dilakukan Prisantama dan Muqodim (2017), Putri (2017), Sasmito
(2017) yang mengatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif
terhadap tindak penggelapan pajak. Namun lain halnya dengan hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian Ciptaningtyas (2018), Fatimah
& Wardani (2017), Rahman (2013) yang menunjukkan sistem
perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
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3. Sanksi Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Tindak
Penggelapan Pajak
Berdasarkan uji t variabel tarif pajak diperoleh hasil dengan
nilai signifikan 0,881 lebih besar dari 0,05 dan nilai t sebesar 0,151, ini
berarti Ha3 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindak penggelapan
pajak.
Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan
merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan (norma
perpajakan) akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan
merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar
ketentuan perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
menurut preferensi mahasiswa akuntansi beratnya sanksi tidak
menyebabkan kecenderungan menggelapkan pajak.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yetmi
dkk (2014) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan tidak
berpengaruh signifikan terhadap tindak penggelapan pajak tindak
penggelapan pajak. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang
dengan yang dilakukan Chrisna (2014) yang menunjukkan sanksi
perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.
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4. Diskriminasi Pajak Berpengaruh Terhadap Tindak Penggelapan
Pajak
Berdasarkan uji t variabel diskriminasi pajak diperoleh hasil
dengan nilai signifikan 0,013 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t sebesar
2,531, ini berarti Ha4 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa diskriminasi pajak berpengaruh terhadap tindak penggelapan
pajak.
Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3, diskriminasi yaitu setiap pembatasan,
pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung
didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras,
etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis
kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang mengakibatkan pengurangan,
penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau
penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan
baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi,
hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut preferensi
mahasiswa akuntansi, semakin wajib pajak diperlakukan secara
diskriminatif maka semakin besar keinginan melakukan penggelapan
pajak. Atau diskriminasi pajak menjadi salah satu penyebab
melakukan penggelapan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian
Prisantama dan Muqodim (2017), Rahman (2013) yang mengatakan
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bahwa variabel diskriminasi pajak berpengaruh signifikan terhadap
tindak penggelapan pajak. Namun penelitian ini bertolak belakang
dengan hasil penelitian yang dilakukan Ciptaningtyas (2018), Fatimah
dan Wardani (2017) yang menunjukkan diskriminasi pajak tidak
berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
5. Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan
Diskriminasi Pajak Secara Simultan Terhadap Tindak
Penggelapan Pajak
Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung=5,133 dan p-value
sebesar 0,001. Dengan demikian, disimpulkan bahwa tarif pajak,
sisitem perpajakan, sanksi perpajakan dan diskriminasi pajak secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap tindak penggelapan pajak.
Mardiasmo (2013) mendefinisikan penggelapan pajak (Tax
Evasion) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk
meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.
Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini
dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib
pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang
menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data
dengan tidak lengkap dan tidak benar. Menurut Siahan (2010) dalam
Prastomo (2017) penggelapan pajak membawa akibat pada
perekonomian secara makro.
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kurniawati dan Toly
(2014) menyatakan bahwa keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif
pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak
mengenai penggelapan pajak.
Apabila tarif pajak dan sanksi perpajakan tinggi, sistem
perpajakan dan diskriminasi pajak rendah maka wajib pajak akan
melakukan tindak penggelapan pajak. Ini membuat berpengaruh secara
simultan karena dilihat dari data hasil jawaban responden. Terlihat
bahwa jumlah nilai skor masing-masing variabel terlihat cukup sesuai.
Sehingga menyebabkan tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi
perpajakan dan diskriminasi pajak berpengaruh secara simultan





Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah
dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tindak
penggelapan pajak
2. Sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan secara parsial
terhadap tindak penggelapan pajak.
3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan secara parsial
terhadap tindak penggelapan pajak.
4. Diskriminasi pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap
tindak penggelapan pajak.
B. Saran
1. Untuk KPP Pratama Tegal diharapkan untuk melakukan evaluasi
terhadap pelayanan dari aparat pajak yang diberikan kepada wajib
pajak dengan tujuan meningkatkan pelayanan yang diberikan sehingga
dapat juga meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan
kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak tidak melakukan
tindakan penggelapan pajak.
2. Diharapkan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk mengadakan
seminar untuk mahasiswa atau menambah materi tentang perpajakan
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agar mahasiswa dapat menambah wawasan tentang penggelapan
pajak.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menemukan faktor-faktor lain
dengan menambah variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap
tindak penggelapan pajak misalkan keadilan pajak.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengambil jumlah
sampel yang lebih besar dengan menambah jumlah responden yang
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TARIF PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN
DISKRIMINASI PAJAK ATAS TINDAK PENGGELAPAN PAJAK (survey
pada wajib pajak orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal)”
maka saya mohon bantuan dari Bapak/Ibu/Sdr/i untuk berkenan mengisi
kuesioner yang dilampirkan bersama surat ini. Saya harap Bapak/Ibu/Sdr/i dapat
meluangkan sedikit waktu untuk mengisi kuesioner penelitian ini berdasarkan
penilaian pribadi sehingga dapat memberikan hasil yang semaksimal mungkin
bagi semua pihak. Ketelitian dan kelengkapan jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i sangat
saya harapkan karena jika terdapat salah satu nomor yang tidak diisi maka
kuesioner dianggap tidak berlaku. Data yang diperoleh hanya akan digunakan
untuk kepentingan penelitian sehingga akan saya jaga kerahasiaannya sesuai






Beri tanda ( √ ) pada identitas pengenal Bapak/Ibu
1. Nama Responden : …………………………………….. (boleh diisi/tidak)
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita
3. Usia : 20-30 31-41 >41





Catatan : Jawaban apapun yang diberikan tidak akan mempengaruhi
apapun terhadap Bapak/Ibu/Saudara/I, karena penelitian ini semata-mata
digunakan hanya untuk pengembangan ilmu sosial.
Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda ( √ ) pada kotak
yang sesuai dengan keadaan, pendapat, dan pemahaman Bapak/Ibu yang
sebenarnya dengan petunjuk sebagai berikut :
1. Sangat Setuju (SS) 4. Tidak Setuju (TS)
2. Setuju (S) 5. Sangat Tidak Setuju (STS)
93
3. Kurang Setuju (KS)
A. Tarif Pajak
Pertanyaan-pertanyaan berikut ini ditujukan untuk mengetahui tanggapan
responden mengenai tarif dalam perpajakan.
Berilah tanda centang (√) pada salah satu jawaban yang paling tepat menurut
anggapan responden mengenai tarif dalam perpajakan. Berdasarkan kriteria
berikut:
1. Sangat Setuju (SS) 4. Tidak Setuju (TS)
2. Setuju (S) 5. Sangat Tidak Setuju (STS)
3. Kurang Setuju (KS)
TARIF PAJAK
No Pertanyaan SS S KS TS STS
1
Penerima pengghasilan tinggi
wajar apabila mereka membayar
pajak penghasilan lebih besar.
2
Tarif pajak yang adil berarti
harus sama untuk setiap wajib
pajak.
3




Tarif pajak saat ini memberatkan
wajib pajak untuk membayar
pajak.
B. Sistem Perpajakan
Pertanyaan-pertanyaan berikut ini ditujukan untuk mengetahui tanggapan
responden mengenai sistem dalam perpajakan.
Berilah tanda centang (√) pada salah satu jawaban yang paling tepat menurut
anggapan responden mengenai tarif dalam perpajakan. Berdasarkan kriteria
berikut:
1. Sangat Setuju (SS) 4. Tidak Setuju (TS)
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2. Setuju (S) 5. Sangat Tidak Setuju (STS)
3. Kurang Setuju (KS)
SISTEM PERPAJAKAN






2 Pembayaran pajak melalui e-billing mudah, aman, dan
terpecaya.
3 Pelaporan pajak melalui e-sptdan e-filling sangat mudah,
cepat, dan aman.
4 Prosedur sistem perpajakan yangada memberikan kemudahan
dalam menyetorkan pajak.
5 Adanya fasilitas kantorpelayanan pajak yang nyaman
dan aman.
6 Uang pajak yang terkumpulharus dikelola dengan bijaksana.
C. Sanksi Perpajakan
Pertanyaan-pertanyaan berikut ini ditujukan untuk mengetahui tanggapan
responden mengenai sanksi dalam perpajakan.
Berilah tanda centang (√) pada salah satu jawaban yang paling tepat menurut
anggapan responden mengenai sanksi dalam perpajakan. Berdasarkan kriteria
berikut:
1. Sangat Setuju (SS) 4. Tidak Setuju (TS)
2. Setuju (S) 5. Sangat Tidak Setuju (STS)
3. Kurang Setuju (KS)
SANKSI PERPAJAKAN
No Pertanyaan SS S KS TS STS
1 Sanksi pidana merupakan upayaterakhir untuk meningkatkan
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kepatuhan wajib pajak.
2 Sanksi denda mendorong sayauntuk membayar dan
melaporkan pajak tepat waktu.
3
Sanksi denda atau bunga
diberikan jika ada keterlambatan
pembayaran dan pembayaran
dan pelaporan pajak.
4 Pengenaan sanksi pajak yangcukup berat merupakan sarana
medidik wajib pajak.
5
Sanksi pajak harus dikenakan




Pertanyaan-pertanyaan berikut ini ditujukan untuk mengetahui tanggapan
responden mengenai diskriminasi dalam perpajakan.
Berilah tanda centang (√) pada salah satu jawaban yang paling tepat menurut
anggapan responden mengenai diskriminasi dalam perpajakan. Berdasarkan
kriteria berikut:
1. Sangat Setuju (SS) 4. Tidak Setuju (TS)
2. Setuju (S) 5. Sangat Tidak Setuju (STS)
3. Kurang Setuju (KS)
DISKRIMINASI PERPAJAKAN
No Pertanyaan SS S KS TS STS
1
Penggelapan pajak dianggap
suatu tindakan yang benar jika
pemerintah melakukan
pendiskriminasian atas agama,
ras, dan kebudayaan saya.
2
Penegakan hukum perpajakan di
Indonesia sudah adil karena
tidak ada tindakan
pendiskriminasian dan tebang
pilih kepada Wajib Pajak.
3 Tindakan penggelapan pajak
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Menurut saya, kebijakan fiskal
luar negeri terkait dengan
kepemilikan NPWP merupakan
bentuk diskriminasi.
E. Penggelapan Pajak ( Tax Evasion )
Pertanyaan-pertanyaan berikut ini ditujukan untuk mengetahui anggapan
responden mengenai sanksi dalam perpajakan.
Berilah tanda centang (√) pada salah satu jawaban yang paling tepat menurut
anggapan responden mengenai sanksi dalam perpajakan. Berdasarkan kriteria
berikut:
1. Sangat Setuju (SS) 4. Tidak Setuju (TS)
2. Setuju (S) 5. Sangat Tidak Setuju (STS)
3. Kurang Setuju (KS)
PENGGELAPAN PAJAK ( TAX EVASION )
No Pertanyaan SS S KS TS STS
1 Saya tidak mendaftarkan dirisebagai wajib pajak.
2 Saya tidak menggunakan NPWPsesuai dengan ketentuan.
3
Saya menyampaikan SPT dengan
perhitungan yang tidak lengkap
dan tidak benar atas seluruh objek
pajak yang saya miliki.
4 Saya tidak menyampaikan SPTdengan sesungguhnya atas seluruh
objek pajak yang saya miliki.
5 Saya menyampaikan SPT tidaktepat waktu.
6 Saya menyetor pajak tidak
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berdasarkan jumlah yang
sebenarnya dari objek pajak
sesungguhnya yang saya punya.
7 Saya menyetor pajak tidak sesuaidengan jumlah yang saya
laporkan dalam SPT.
8 Saya menyetor pajak tidak tepatwaktu.
9 Saya berpendapat bahwa adawajib pajak yang berusaha
menyuap petugas pajak.
10 Usaha penyuapan yang dilakukanwajib pajak dapat dilakukan
melalui makelar.
11









DATA HASIL JAWABAN KUESIONER TARIF PAJAK
RESPONDEN
DATA TARIF PERPAJAKAN
JUMLAHX1.1 X1.2 X1.3 X1.4
1 5 5 5 4 19
2 5 2 4 3 14
3 4 3 4 3 14
4 5 5 5 2 17
5 4 5 5 4 18
6 4 4 1 3 12
7 4 3 5 3 15
8 5 3 5 3 16
9 4 2 4 3 13
10 5 5 4 4 18
11 5 2 4 3 14
12 5 3 5 3 16
13 4 3 4 4 15
14 4 2 4 2 12
15 5 4 5 4 18
16 5 4 5 4 18
17 5 4 5 4 18
18 4 4 4 4 16
19 4 4 4 4 16
20 5 4 5 3 17
21 5 5 5 2 17
22 5 5 5 4 19
23 3 3 4 4 14
24 4 4 4 2 14
25 4 5 4 4 17
26 4 4 4 2 14
27 4 5 1 2 12
28 4 2 4 3 13
29 4 4 4 2 14
30 5 5 5 2 17
99
31 5 5 4 5 19
32 5 5 5 4 19
33 5 5 5 4 19
34 5 5 5 4 19
35 4 5 5 1 15
36 4 2 4 2 12
37 4 2 4 2 12
38 5 3 4 3 15
39 4 2 4 2 12
40 5 4 4 1 14
41 4 3 4 3 14
42 5 4 5 4 18
43 4 4 4 2 14
44 5 4 5 3 17
45 5 4 5 4 18
46 5 4 5 3 17
47 5 5 5 2 17
48 5 2 5 3 15
49 4 4 4 2 14
50 4 4 4 2 14
51 5 4 5 2 16
52 5 4 5 3 17
53 5 4 4 3 16
54 5 4 4 3 16
55 4 2 4 2 12
56 4 2 4 2 12
57 5 4 4 1 14
58 5 1 5 3 14
59 5 4 4 1 14
60 5 4 4 1 14
61 5 4 5 2 16
62 4 2 4 2 12
63 4 5 4 3 16
64 5 4 5 4 18
65 5 4 5 1 15
66 5 3 4 2 14
67 5 4 5 2 16
68 5 4 5 3 17
69 4 3 4 3 14
70 5 3 4 3 15
71 4 2 4 1 11
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72 4 3 4 3 14
73 5 4 4 4 17
74 5 5 5 5 20
75 4 3 4 4 15
76 4 4 4 4 16
77 4 1 5 3 13
78 5 2 4 2 13
79 4 4 4 3 15
80 5 4 5 2 16
81 5 4 5 1 15
82 5 4 5 2 16
83 5 4 4 1 14
84 4 2 4 2 12
85 5 4 4 1 14
86 5 5 4 2 16
87 5 4 5 3 17
88 4 2 5 3 14
89 5 4 4 1 14
90 5 5 4 1 15
91 5 5 5 2 17
92 4 5 1 2 12
93 4 4 4 1 13
94 4 2 4 2 12
95 5 3 4 1 13
96 4 4 4 2 14
97 5 2 4 3 14
98 4 2 4 3 13
99 5 1 5 3 14
100 5 1 5 1 12
Variabel Sistem Perpajakan
DATA HASIL JAWABAN KUESIONER SISTEM PERPAJAKAN
RESPONDEN DATA SISTEM PERPAJAKAN JUMLAHX2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6
1 4 4 5 5 4 5 27
2 5 4 4 4 4 5 26
3 4 4 4 4 4 5 25
4 5 5 5 5 4 5 29
5 4 4 4 4 4 5 25
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6 4 4 4 3 4 5 24
7 4 4 4 4 4 5 25
8 5 5 4 4 5 5 28
9 4 4 4 4 4 5 25
10 3 4 4 4 4 5 24
11 5 4 4 4 4 5 26
12 5 4 5 5 4 5 28
13 4 4 4 4 4 5 25
14 4 4 4 4 4 4 24
15 5 5 5 5 5 5 30
16 4 4 4 4 4 5 25
17 4 4 4 4 4 5 25
18 5 5 4 4 5 5 28
19 5 5 4 4 5 5 28
20 4 4 4 4 5 5 26
21 4 4 4 4 4 5 25
22 5 5 5 4 5 5 29
23 4 4 4 4 4 4 24
24 4 4 4 4 4 5 25
25 4 4 4 4 4 4 24
26 4 4 4 4 4 4 24
27 4 3 3 4 5 5 24
28 4 4 4 4 4 5 25
29 4 4 4 4 4 4 24
30 5 4 4 4 5 5 27
31 4 4 4 4 4 4 24
32 5 5 5 5 5 5 30
33 5 5 5 5 5 5 30
34 4 5 5 5 4 5 28
35 5 5 5 5 5 5 30
36 4 4 4 4 4 5 25
37 4 4 4 4 4 5 25
38 5 5 4 3 3 4 24
39 5 4 4 4 5 3 25
40 5 5 4 4 4 5 27
41 4 4 4 4 3 4 23
42 5 5 5 5 5 5 30
43 4 4 4 4 4 5 25
44 4 4 4 4 3 5 24
45 5 5 5 5 5 5 30
46 4 4 4 4 4 5 25
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47 4 3 4 3 4 5 23
48 4 4 5 4 4 5 26
49 3 4 4 4 4 4 23
50 3 4 4 4 4 4 23
51 5 5 5 5 5 5 30
52 4 4 4 3 4 5 24
53 4 4 5 4 4 5 26
54 4 4 5 4 4 5 26
55 4 4 4 4 4 4 24
56 5 4 4 4 5 3 25
57 5 5 4 4 4 5 27
58 5 5 5 5 5 5 30
59 5 5 4 4 4 5 27
60 5 5 4 4 4 5 27
61 5 5 5 5 5 5 30
62 4 4 4 4 4 4 24
63 5 4 4 4 4 5 26
64 5 5 5 5 5 5 30
65 5 5 5 5 5 5 30
66 5 5 5 5 5 5 30
67 5 5 5 5 5 5 30
68 4 3 4 4 5 5 25
69 3 4 5 4 4 5 25
70 4 5 5 4 4 4 26
71 4 4 4 4 4 4 24
72 3 4 5 4 4 5 25
73 5 5 3 4 4 5 26
74 5 5 5 4 4 5 28
75 4 4 5 4 4 4 25
76 4 4 4 4 4 4 24
77 5 5 4 4 4 5 27
78 4 3 3 3 4 3 20
79 4 4 5 4 4 5 26
80 5 5 5 5 5 5 30
81 5 5 5 5 5 5 30
82 4 4 4 4 3 5 24
83 5 5 4 4 4 5 27
84 4 4 4 4 4 4 24
85 5 5 4 4 4 5 27
86 4 4 4 4 4 4 24
87 4 4 4 3 4 5 24
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88 5 4 5 5 5 5 29
89 5 5 4 4 4 5 27
90 4 4 4 4 4 4 24
91 5 4 4 4 5 5 27
92 4 3 3 4 5 5 24
93 4 4 4 4 4 4 24
94 4 4 4 4 4 5 25
95 5 5 4 3 3 4 24
96 4 4 3 3 3 5 22
97 4 4 5 4 4 5 26
98 4 4 4 4 4 4 24
99 4 4 4 4 4 4 24
100 4 3 3 3 4 3 20
Sanksi Perpajakan
DATA HASIL JAWABAN KUESIONER SANKSI PERPAJAKAN
RESPONDEN DATA SANKSI PERPAJAKAN JUMLAHX3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5
1 5 5 4 4 5 23
2 4 4 4 4 5 21
3 3 3 3 3 4 16
4 5 5 5 4 5 24
5 4 4 4 4 4 20
6 4 4 3 4 5 20
7 3 4 4 3 4 18
8 4 5 4 5 4 22
9 5 5 5 4 5 24
10 4 4 2 4 4 18
11 5 4 4 4 5 22
12 3 5 5 3 5 21
13 3 4 5 3 3 18
14 4 4 3 4 4 19
15 4 5 5 4 4 22
16 4 4 2 4 4 18
17 3 4 3 3 4 17
18 5 4 5 4 5 23
19 5 4 5 4 5 23
20 3 4 4 3 2 16
21 4 5 4 4 4 21
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22 4 5 3 2 4 18
23 3 4 3 2 4 16
24 2 2 2 2 4 12
25 4 4 4 4 4 20
26 3 4 4 3 4 18
27 2 5 3 2 3 15
28 5 4 5 5 5 24
29 4 4 4 4 4 20
30 4 4 4 4 5 21
31 4 4 4 4 4 20
32 3 5 5 5 5 23
33 3 5 5 5 5 23
34 5 5 5 5 5 25
35 2 4 2 2 2 12
36 4 4 4 4 4 20
37 3 4 4 4 4 19
38 5 4 4 3 5 21
39 5 5 4 3 4 21
40 4 5 4 5 5 23
41 4 4 4 4 4 20
42 5 5 1 2 1 14
43 3 4 4 4 4 19
44 5 4 3 4 4 20
45 4 5 1 2 1 13
46 5 4 3 4 4 20
47 4 4 3 2 4 17
48 4 5 3 2 4 18
49 4 4 4 4 4 20
50 4 4 4 4 4 20
51 5 5 5 5 5 25
52 3 4 4 3 5 19
53 2 4 2 2 4 14
54 2 4 2 2 4 14
55 2 2 2 2 2 10
56 5 5 4 3 4 21
57 4 5 4 5 5 23
58 4 4 4 4 4 20
59 4 5 4 5 5 23
60 4 5 4 5 5 23
61 5 5 5 5 5 25
62 2 2 2 2 2 10
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63 4 4 3 3 4 18
64 4 5 1 2 1 13
65 5 5 5 5 5 25
66 5 5 5 5 5 25
67 5 5 5 5 5 25
68 3 5 4 3 3 18
69 4 4 4 3 4 19
70 4 4 4 3 4 19
71 4 4 4 4 4 20
72 4 4 4 4 4 20
73 2 4 4 4 4 18
74 3 4 4 4 4 19
75 5 5 4 4 5 23
76 4 4 4 3 4 19
77 4 5 4 5 4 22
78 4 4 5 4 5 22
79 4 5 5 4 5 23
80 5 5 5 5 5 25
81 5 5 5 5 5 25
82 5 4 3 4 4 20
83 4 5 4 5 5 23
84 2 2 2 2 2 10
85 4 5 4 5 5 23
86 4 4 4 4 4 20
87 3 4 4 3 5 19
88 5 4 4 5 5 23
89 4 5 4 5 5 23
90 4 4 4 4 4 20
91 4 4 4 4 5 21
92 2 5 3 2 3 15
93 3 4 4 3 4 18
94 3 4 4 4 4 19
95 5 4 4 3 4 20
96 5 3 3 2 3 16
97 2 4 2 2 4 14
98 2 2 2 2 2 10
99 4 4 5 4 5 22
100 4 5 5 4 5 23
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Variabel Diskriminaasi Pajak
DATA HASIL JAWABAN KUESIONER DISKRIMINASI PAJAK
RESPONDEN DATA DISKRIMINASI PAJAK JUMLAHX4.1 X4.3 X4.4 X4.5
1 4 4 4 3 15
2 4 3 3 3 13
3 4 3 3 3 13
4 5 5 3 5 18
5 3 3 3 3 12
6 3 3 2 3 11
7 4 2 2 2 10
8 4 2 3 3 12
9 5 2 3 3 13
10 4 4 4 4 16
11 4 4 4 3 15
12 4 3 3 3 13
13 3 3 3 2 11
14 2 2 3 2 9
15 3 3 4 4 14
16 4 3 4 3 14
17 4 4 4 3 15
18 4 3 3 3 13
19 4 3 3 3 13
20 4 4 2 2 12
21 4 3 2 2 11
22 5 4 2 2 13
23 3 2 4 3 12
24 2 4 4 2 12
25 3 3 3 3 12
26 3 3 3 3 12
27 5 3 5 3 16
28 5 3 3 3 14
29 4 2 4 2 12
30 5 5 5 5 20
31 4 4 4 3 15
32 3 4 1 4 12
33 3 4 1 4 12
34 5 3 4 4 16
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35 4 1 1 1 7
36 2 2 2 2 8
37 1 2 2 2 7
38 3 2 3 3 11
39 4 2 3 3 12
40 1 2 3 2 8
41 4 3 3 3 13
42 1 1 4 4 10
43 1 2 2 2 7
44 4 4 3 3 14
45 1 1 4 4 10
46 4 2 3 3 12
47 5 2 3 3 13
48 5 2 3 3 13
49 3 2 4 3 12
50 3 2 4 3 12
51 4 4 2 2 12
52 5 3 4 3 15
53 1 2 4 3 10
54 1 2 4 3 10
55 5 4 4 4 17
56 4 2 3 3 12
57 1 2 3 2 8
58 1 2 3 3 9
59 1 2 3 2 8
60 1 2 3 2 8
61 4 4 2 2 12
62 5 4 4 4 17
63 2 4 3 3 12
64 1 1 4 4 10
65 4 4 2 2 12
66 1 4 2 2 9
67 1 4 2 2 9
68 4 2 2 3 11
69 2 3 2 3 10
70 3 2 2 3 10
71 2 1 1 2 6
72 2 1 1 2 6
73 4 2 4 4 14
74 5 2 4 4 15
75 2 2 3 3 10
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76 4 2 4 4 14
77 2 2 1 2 7
78 1 2 1 3 7
79 5 5 2 3 15
80 4 4 2 2 12
81 4 4 2 2 12
82 4 4 3 3 14
83 1 2 3 2 8
84 5 4 4 4 17
85 1 2 3 2 8
86 4 2 2 3 11
87 5 3 4 3 15
88 3 3 3 3 12
89 1 2 3 2 8
90 4 4 4 3 15
91 5 5 5 5 20
92 5 3 5 3 16
93 3 3 3 3 12
94 1 2 2 2 7
95 3 2 3 3 11
96 2 2 1 2 7
97 1 2 4 3 10
98 5 4 4 4 17
99 2 2 1 2 7
100 1 2 1 3 7
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Variabel Tindak Penggelapan Pajak
DATA HASIL JAWABAN KUESIONER PENGGELAPAN PAJAK
RESPONDEN
DATA PENGGELAPAN PAJAK JUMLAHY.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12
1 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 53
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 46
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 51
6 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 1 33
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
8 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 43
9 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 53
10 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
12 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 55
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 46
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 46
18 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 57
19 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 57
20 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 46
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21 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 42
22 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 57
23 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 35
24 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
27 3 5 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 42
28 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 35
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
30 4 5 5 5 4 5 5 4 2 2 4 5 50
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
32 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 53
33 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 53
34 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 49
35 5 4 2 2 5 2 4 5 4 5 5 5 48
36 4 2 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 33
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
38 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 47
39 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 45
40 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
44 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 54
45 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51
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46 4 4 4 5 4 5 4 4 2 2 2 2 42
47 3 4 3 3 4 3 3 4 5 5 3 5 45
48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 23
49 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 53
50 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 53
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
52 5 5 5 5 5 5 4 4 2 4 4 4 52
53 2 1 1 4 1 2 2 4 2 2 1 2 24
54 2 1 1 4 1 2 2 2 1 2 1 2 21
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
56 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 45
57 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49
58 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 41
59 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49
60 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
63 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 45
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
68 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 5 49
69 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 54
70 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 29
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71 4 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 35
72 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 29
73 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
74 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 56
75 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 20
76 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 40
77 3 4 3 4 3 3 3 4 3 5 3 4 42
78 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 41
79 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 52
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
82 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 54
83 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
85 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
87 5 5 5 5 5 5 4 4 2 4 4 4 52
88 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 44
89 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
91 4 5 5 5 4 5 5 4 2 2 4 5 50
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
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96 5 5 5 5 5 5 4 4 2 2 2 2 46
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
98 3 4 3 4 3 3 3 4 3 5 3 4 42
99 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 41
















N Valid 100 100 100 100 100
Missing 0 0 0 0 0
Mean 15,10 25,91 19,62 11,81 45,78
Median 15,00 25,00 20,00 12,00 48,00
Mode 14 24 20 12 48
Std. Deviation 2,120 2,357 3,714 3,100 7,954
Variance 4,495 5,557 13,794 9,610 63,264
Minimum 11 20 10 6 20




X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 Total_X1
X1.1 Pearson Correlation 1 ,266** ,454** -,009 ,546**
Sig. (2-tailed) ,008 ,000 ,929 ,000
N 100 100 100 100 100
X1.2 Pearson Correlation ,266** 1 ,020 ,124 ,670**
Sig. (2-tailed) ,008 ,840 ,220 ,000
N 100 100 100 100 100
X1.3 Pearson Correlation ,454** ,020 1 ,172 ,566**
Sig. (2-tailed) ,000 ,840 ,087 ,000
N 100 100 100 100 100
X1.4 Pearson Correlation -,009 ,124 ,172 1 ,617**
Sig. (2-tailed) ,929 ,220 ,087 ,000
N 100 100 100 100 100
Total_X1 Pearson Correlation ,546** ,670** ,566** ,617** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100




X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 Total_X2
X2.1 Pearson Correlation 1 ,672** ,251* ,397** ,454** ,230* ,714**
Sig. (2-tailed) ,000 ,012 ,000 ,000 ,021 ,000
N 100 100 100 100 100 100 100
X2.2 Pearson Correlation ,672** 1 ,509** ,499** ,256* ,315** ,771**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,010 ,001 ,000
N 100 100 100 100 100 100 100
X2.3 Pearson Correlation ,251* ,509** 1 ,693** ,351** ,324** ,732**
Sig. (2-tailed) ,012 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000
N 100 100 100 100 100 100 100
X2.4 Pearson Correlation ,397** ,499** ,693** 1 ,582** ,329** ,817**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000
N 100 100 100 100 100 100 100
X2.5 Pearson Correlation ,454** ,256* ,351** ,582** 1 ,199* ,663**
Sig. (2-tailed) ,000 ,010 ,000 ,000 ,047 ,000
N 100 100 100 100 100 100 100
X2.6 Pearson Correlation ,230* ,315** ,324** ,329** ,199* 1 ,560**
Sig. (2-tailed) ,021 ,001 ,001 ,001 ,047 ,000
N 100 100 100 100 100 100 100
Total_X2 Pearson Correlation ,714** ,771** ,732** ,817** ,663** ,560** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100 100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
c. Sanksi Perpajakan
Correlations
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 Total_X3
X3.1 Pearson Correlation 1 ,452** ,430** ,534** ,428** ,721**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100
X3.2 Pearson Correlation ,452** 1 ,423** ,450** ,369** ,649**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100
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X3.3 Pearson Correlation ,430** ,423** 1 ,695** ,729** ,848**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100
X3.4 Pearson Correlation ,534** ,450** ,695** 1 ,689** ,870**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100
X3.5 Pearson Correlation ,428** ,369** ,729** ,689** 1 ,831**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100
Total_X3 Pearson Correlation ,721** ,649** ,848** ,870** ,831** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
d. Diskriminasi Pajak
Sebelum menghapus pertanyaan nomor 2
Correlations
X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 Total_X4
X4.1 Pearson Correlation 1 -,203* ,500** ,300** ,382** ,804**
Sig. (2-tailed) ,043 ,000 ,002 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100
X4.2 Pearson Correlation -,203* 1 ,030 -,545** -,270** -,032
Sig. (2-tailed) ,043 ,770 ,000 ,007 ,755
N 100 100 100 100 100 100
X4.3 Pearson Correlation ,500** ,030 1 ,165 ,285** ,736**
Sig. (2-tailed) ,000 ,770 ,102 ,004 ,000
N 100 100 100 100 100 100
X4.4 Pearson Correlation ,300** -,545** ,165 1 ,544** ,527**
Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,102 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100
X4.5 Pearson Correlation ,382** -,270** ,285** ,544** 1 ,658**
Sig. (2-tailed) ,000 ,007 ,004 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100
Total_X4 Pearson Correlation ,804** -,032 ,736** ,527** ,658** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,755 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Setelah menghapus pertanyaan nomor 2
Correlations
X4.1 X4.3 X4.4 X4.5 Total_X4
X4.1 Pearson Correlation 1 ,500** ,300** ,382** ,820**
Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100
X4.3 Pearson Correlation ,500** 1 ,165 ,285** ,685**
Sig. (2-tailed) ,000 ,102 ,004 ,000
N 100 100 100 100 100
X4.4 Pearson Correlation ,300** ,165 1 ,544** ,663**
Sig. (2-tailed) ,002 ,102 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100
X4.5 Pearson Correlation ,382** ,285** ,544** 1 ,703**
Sig. (2-tailed) ,000 ,004 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100
Total_X4 Pearson Correlation ,820** ,685** ,663** ,703** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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e. Tindak Penggelapan Pajak
Correlations
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 Total_Y
Y.1 Pearson Correlation 1 ,779** ,734** ,603** ,771** ,689** ,689** ,597** ,280** ,375** ,536** ,446** ,787**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Y.2 Pearson Correlation ,779** 1 ,880** ,675** ,806** ,773** ,775** ,621** ,350** ,473** ,606** ,589** ,877**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Y.3 Pearson Correlation ,734** ,880** 1 ,808** ,792** ,872** ,797** ,577** ,305** ,352** ,534** ,499** ,858**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Y.4 Pearson Correlation ,603** ,675** ,808** 1 ,634** ,837** ,750** ,608** ,122 ,271** ,326** ,427** ,739**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,227 ,006 ,001 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Y.5 Pearson Correlation ,771** ,806** ,792** ,634** 1 ,761** ,779** ,711** ,354** ,405** ,551** ,541** ,850**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Y.6 Pearson Correlation ,689** ,773** ,872** ,837** ,761** 1 ,900** ,704** ,241* ,282** ,509** ,498** ,844**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,016 ,005 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Y.7 Pearson Correlation ,689** ,775** ,797** ,750** ,779** ,900** 1 ,830** ,415** ,445** ,671** ,672** ,913**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
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N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Y.8 Pearson Correlation ,597** ,621** ,577** ,608** ,711** ,704** ,830** 1 ,455** ,530** ,522** ,572** ,805**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Y.9 Pearson Correlation ,280** ,350** ,305** ,122 ,354** ,241* ,415** ,455** 1 ,819** ,609** ,631** ,594**
Sig. (2-tailed) ,005 ,000 ,002 ,227 ,000 ,016 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Y.10 Pearson Correlation ,375** ,473** ,352** ,271** ,405** ,282** ,445** ,530** ,819** 1 ,659** ,747** ,677**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,006 ,000 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Y.11 Pearson Correlation ,536** ,606** ,534** ,326** ,551** ,509** ,671** ,522** ,609** ,659** 1 ,768** ,772**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Y.12 Pearson Correlation ,446** ,589** ,499** ,427** ,541** ,498** ,672** ,572** ,631** ,747** ,768** 1 ,783**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Total
_Y
Pearson Correlation ,787** ,877** ,858** ,739** ,850** ,844** ,913** ,805** ,594** ,677** ,772** ,783** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).




Sebelum menghapus 18 responden
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
,375 4
Sesudah menghapus 18 responden
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
,600 4






Normal Parametersa,b Mean ,0000000
Std. Deviation 7,27553024




Asymp. Sig. (2-tailed) ,049c
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
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1 Tarif Pajak ,693 1,443
Sistem Perpajakan ,680 1,470
Sanksi Perpajakan ,838 1,193
DIskriminasi Pajak ,858 1,166
a. Dependent Variable: Total_Y







t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 5,488 10,270 ,534 ,595
Tarif Pajak ,526 ,454 ,141 1,159 ,250
SIstem Perpajakan ,858 ,448 ,235 1,917 ,059
Sanksi Perpajakan ,037 ,244 ,017 ,151 ,881
Diskriminasi Pajak ,776 ,307 ,277 2,531 ,013
a. Dependent Variable: Total_Y
6. Uji Hipotesis
a) Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 1143,290 4 285,822 5,133 ,001b
Residual 4287,601 77 55,683
Total 5430,890 81
a. Dependent Variable: Total_Y
b. Predictors: (Constant), Total_X4, Total_X2, Total_X3, Total_X1
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t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 5,488 10,270 ,534 ,595
Tarif Pajak ,526 ,454 ,141 1,159 ,250
SIstem Perpajakan ,858 ,448 ,235 1,917 ,059
Sanksi Perpajakan ,037 ,244 ,017 ,151 ,881
Diskriminasi Pajak ,776 ,307 ,277 2,531 ,013
a. Dependent Variable: Total_Y
7. Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,459a ,211 ,170 7,462
a. Predictors: (Constant), Total_X4, Total_X2, Total_X3, Total_X1
b. Dependent Variable: Total_Y
